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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin 
dapat dilihat pada tabel berikut : 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب Ba b Be 
ت Ta t Te 
ث Sa s es (dengan titik di atas) 
ج Jim j Je 
ح Ha h ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha kh ka dan ha 
د Dal d De 
ذ Zal ż zet (dengan titik di atas) 
ر Ra r Er 
ز Zai z Zet 
ش Sin s Es 
ش Syin sy es dan ye 
ص Sad s es (dengan titik di bawah) 
ض Dad d de (dengan titik di bawah) 
ط Ta t te (dengan titik di bawah) 
ظ Za z zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain „ apostrof terbalik 
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غ Gain g Ge 
ف Fa f Ef 
ق Qaf q Qi 
ك Kaf k Ka 
ل Lam l El 
و Mim m Em 
ٌ Nun n En 
و Wau w We 
ھ Ha h Ha 
ء hamzah ‟ Apostrof 
Y Ya  Ye 
 Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apa pun.  Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( ‟ ). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
Tanda Nama  Huruf Latin Nama  
َ ا fathah a a 
َ ا kasrah i i 
َ ا dammah U u 
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َ ى fathah dan yaa’ Ai a dan i 
 َؤ fathah dan wau Au a dan u 
Contoh: 
 َفْي  ك : kaifa 
 َلْو ھ : haula 
3. Maddah 
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
Harakat dan Huruf Nama  Huruf dan Tanda Nama  
 َى…│ َ ا … Fathah dan alif atau 
yaa‟ 
a a dan garis di atas 
ى Kasrah dan yaa‟ i i dan garis di atas 
 َو Dhammmah dan 
waw 
u u dan garis di atas 
Contoh: 
 تاي : maata 
 ي ي  ر : ramaa 
 مْي ل : qiila 
  َتْو  ً  ي : yamuutu 
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4. Taa’ marbuutah 
Transliterasi untuk taa’marbuutah ada dua, yaitu taa’marbuutah yang 
hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah 
[t].sedangkan taa’ marbuutah yang mati atau mendapat harakat sukun, 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan taa’ marbuutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka taa’ 
marbuutah itu ditransliterasikan dengan ha [h]. 
Contoh : 
َ ة  ضْو  ر نا فْط ْلْا : raudah al- atfal 
َ ة نْي  د  ً نا ة ه  ضا فْنا : al- madinah al- fadilah 
َ ة  ً ْك  حْنا  : al-hikmah 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydid(  َ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 
huruf  (konsonang anda) yang diberi tandasyaddah. 
 Contoh : 
 ا نَّب  ر : rabbanaa 
 ا نْي َّج ن : najjainaa 
  َك  حْنا : al- haqq 
  َى ِّع ن : nu”ima 
  َو  د  ع : ‘aduwwun 
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 Jika huruf َى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah (  َي ب) maka ia ditranslitersikan sebagai huruf maddah menjadi i. 
 Contoh : 
  َي ه  ع : „Ali (bukan „Aliyyatau „Aly) 
  َي ب  ر  ع : „Arabi (bukan „Arabiyyatau „Araby) 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  لا (alif 
lam ma’arifah). Dalam pedoman transiliterasi ini, kata sandang ditransilterasikan 
seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf 
qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 
mengikutinya.kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 
dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
 Contoh : 
  َصًَّشنا : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
 َ ة ن  سن َّسن ا : al-zalzalah (az-zalzalah) 
 ة ف  سه فْن ا : al-falsafah 
  َد  لَ بْن ا : al-bilaadu 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof („) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
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Contoh : 
 ٌَ ْو  ر  ْيا ت : ta’muruuna 
 َعْوَّننا : al-nau’ 
َْي ش َء  : syai’un 
 َتْر  ي ا : umirtu 
8. Penulisan Kata Bahasa Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa 
Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan telah menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, 
atau sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata 
Al-Qur‟an (dari Al-Qur’an), al-hamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata 
tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi 
secara utuh. Contoh : 
 Fizilaal Al-Qur’an 
 Al-Sunnah qabl al-tadwin 
9. Lafz al- Jalaalah (ه ّٰالل) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai mudaafilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
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Contoh : 
َ 
ٰ للا نْي  د diinullah َ 
ٰ اللا ب billaah 
Adapun taamarbuutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalaalah, 
ditransliterasi dengan huruf [t].contoh : 
hum fi rahmatillaah 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
capital berdasarkan pedoman ajaran Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 
huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang 
sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul refrensi yang didahului oleh kata 
sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, 
DP, CDK, dan DR). contoh: 
Wa ma muhammadun illaa rasul 
Inna awwala baitin wudi’ alinnasi lallazii bi bakkata mubarakan 
Syahru ramadan al-lazii unzila fih al-Qur’a 
Nazir al-Din al-Tusi 
Abu Nasr al- Farabi 
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Al-Gazali 
Al-Munqiz min al-Dalal 
 Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 
Abu Al-Wafid Mummad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu Al-Walid 
Muhammad (bukan : rusyd, abu al-walid Muhammad ibnu) 
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr 
Hamid Abu) 
 
B. Daftar Singkatan 
 
Beberapa singkatan yang dilakukan adalah : 
swt. = subhanallahu wata’ala 
saw. = sallallahu ‘alaihi wasallam 
r.a = radiallahu ‘anhu 
H = Hijriah 
M = Masehi 
QS…/…4 = QS Al-Baqarah/2:4 atau QS Al-Imran/3:4 
HR = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 
Nama : Riswan  
NIM : 10300113171 
Judul : Efektivitas Pengawasan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar  
Terhadap Oknum Kepolisian Ditinjau dari Hukum Pidana Islam 
(Studi Kasus Kota Makassar Tahun 2015-2017) 
 
Skripsi ini bertujuan untuk menjawab, 1) Tingkat keefektivan satgas dalam 
mengawasi oknum kepolisian yang melakukan tindak pidana pungutan liar di Kota 
Makassar, 2) Praktik pungutan liar ditinjau dari hukum pidana Islam? 
Jenis penelitian ini kualitatif lapangan dengan pendekatan yang digunakan 
adalah: yuridis, dan normatif syar’i. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber 
data primer dengan cara turun langsung kelapangan dan data sekunder melalui studi 
kepustakaan. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
wawancara, dan studi dokumen. Lalu teknik pengolahan dan analisis data dilakukan 
dengan tahap, yaitu : klasifikasi data, reduksi data, editing data, dan penarikan 
kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Berdasarkan data laporan masuk 
pada tahun 2015 jumlah pungli yang dilakukan oleh kepolisian sebanyak 856 laporan 
masuk atau sebanyak 11.75 %. Sedangkan di tahun 2016 sebanyak 9.043 laporan 
serta di tahun 2017 sebanyak 20.713 total aduan. Hal ini menunjukkan terjadi 
peningkatan laporan dari tahun ke tahun, sehingga pengawasan dan fungsi Satgas 
belum bisa dikatakan efektif dalam mencegah dan memberantas pungli di Kota 
Makassar. Faktor penyebab seseorang melakukan pungli ada dua yaitu faktor internal 
dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan pelaku pungli sebagai 
pemegang amanat berupa jabatan dan wewenang yang diembannya. Sedangkan faktor 
eksternal berupa sistem pemerintahan dan pengawasan yang tidak seimbang sehingga 
bisa membuka peluang terjadinya pungli. 2) Pungli ditinjau dari hukum pidana Islam 
terjadi karena individu kepolisian itu sendiri belum mengetahui secara jelas hukum 
pungli dalam pidana Islam. Selain itu, pengetahuan dan referensi terkait pungli dalam 
hukum pidana Islam masih tergolong minim. Sehingga dapat disimpulkan dari hasil 
penelitian ini, permasalahan pengawasan satgas saber pungli di Polrestabes Makassar 
belum efektif. 
Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Melakukan pembinaan secara intens kepada 
individu kepolisian tentang bahaya pungli dan melakukan sosialisasi rutin kepada 
masyarakat. 2) Perlunya pembinaan dan pendalaman nilai-nilai Agama kepada jajaran 
kepolisian di polrestabes Makassar, yang dimulai dari atasan/pimpinan sebagai teladan bagi 
bawahannya. Serta rutin melakukan pencerahan qolbu sebagai langkah awal dalam 
pencegahan pungli di internal kepolisian.     
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang-
Undang negara tahun 1945.1 Hal itu mengartikan bahwa seluruh aspek kehidupan di 
negara ini diatur berdasarkan aturan hukum (rule of law). Hukum dibuat, tumbuh dan 
berkembang dalam masyarakat. Tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup 
secara damai. Hukum menghendaki perdamaian.2 
Dalam menjalankan fungsi pemerintahan harus berlandaskan hukum sesuai 
dengan pasal 1 ayat (3). Dengan demikian kekuasaan yang dijalankan oleh 
pemerintah yang berdaulat tidak sewenang-wenang dalam menjalankan fungsi 
pemerintahan berbangsa dan bernegara, karena dibatasi dengan segala aspek yang 
terkait dengan hukum negara, dengan ini bermaksud supaya  tidak terjadi perbuatan 
melawan hukum. 
Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan 
(POLRI) dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi 
pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, 
penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, 
yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi 
terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, 
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2 
 
 
 
terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta 
terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.
3
 
Dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat negara 
yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan 
hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 
masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. agar dalam 
melaksanakan fungsi dan perannya  diseluruh wilayah negera Republik Indonesia 
atau yang dianggap sebagai wilayah negara republik Indonesia tersebut dapat berjalan 
dengan efektif dan efisien. 
Institusi kepolisian mencakup kelembagaan Polri, dimana di dalamnya 
mencakup institusi, kurikulum, aktor dan budaya secara keseluruhan. Singkatnya, 
revitalisasi kepolisian adalah revitalisasi sistem kepolisian agar memiliki 
akuntabilitasi kepada publik. Dengan adanya akuntabilitas kepada publik kepolisian 
dapat menciptakan transparansi dan partisipasi dalam melaksanakan tugas dan 
fungsinya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
4
 
Memang dengan adanya akuntabilitas kepada publik kepolisian dapat 
menciptakan transparansi dan partisipasi terhadap masyarakat sehingga masyarakat 
bisa mengetahui tentang tugas dan fungsi dari kepolisian. 
 Membicarakan tentang masyarakat adalah suatu keharusan yang melekat 
pada perbincangan mengenai hukum. Hukum dan masyarakat merupakan dua sisi dari 
satu mata uang. Begitupun dalam pelayanan publik, hukum dan masyarakat berperan 
penting. Dan salah satu yang sering terjadi dalam pelayanan publik adalah pungutan 
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liar (Pungli). Pungutan liar merupakan perbuatan-perbuatan yang disebut sebagai 
perbuatan pungli sebenarnya merupakan suatu gejala sosial yang telah ada di 
Indonesia, sejak Indonesia masih dalam masa penjajahan dan bahkan jauh sebelum 
itu. Namun penamaan perbuatan itu sebagai perbuatan pungli, secara nasional baru 
diperkenalkan pada bulan September 1977,
5
 yaitu saat Kaskopkamtib yang bertindak 
selaku Kepala Operasi Tertib bersama Menpan dengan gencar melancarkan Operasi 
Tertib (OPSTIB), yang sasaran utamanya adalah pungli. 
Dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 berasal 
dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 12 UU No.31 Tahun 1999 sebagai 
tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No.20 Tahun 2001 
(Tindak Pidana Korupsi), menjelaskan definisi pungutan liar adalah suatu perbuatan 
yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan 
menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, 
membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan 
sesuatu bagi dirinya sendiri.6  
Berdasarkan rumusan pada pasal 12 UU No. 31 Tahun1991 dan kemudian 
dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001, ini menimbulkan permasalahan pada 
sistem pemerintahan yang sudah sering kali menjumpai peraktik pungutan liar namun 
tidak ada tindak tegas dari pemerintah. 
Pungutan liar juga termasuk dalam kategori kejahatan jabatan, di mana dalam 
konsep kejahatan jabatan di jabarkan bahwa pejabat demi menguntungkan diri sendiri 
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atau orang lain, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang untuk 
memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, 
atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.  
Praktik kejahatan jabatan atau pungutan liar merupakan salah satu cara 
mendapatkan uang yang melanggar hukum positif di Indonesia. Pasal 368 KUHP 
melarang pungli yang dilakukan oleh swasta, sementara pasal 423 KUHP merupakan 
hukum yang melarang pegawai negara untuk melakukan pungli. Praktik ini juga 
masuk dalam delik korupsi yang tertera dalam Pasal 12 UU Nomor 20 Tahun 2001. 
Jauh sebelum dilarang hukum positif, pungli seyogianya melanggar perintah Allah 
SWT untuk mencari harta dengan cara yang halal dan menjauhi jalan yang batil. 
Meski agama memerintahkan setiap Muslim untuk mencari nafkah, ada persyaratan 
untuk meraih nafkah itu sehingga masuk dalam status halal dan thayyibah. Allah 
Subhanahu Wa Ta‟ ala berfirman dalam QS al-Baqarah/2: 188. 
                            
             
Terjemahnya:   
"Dan janganlah (sebagian) kamu memakan harta sebagian yang lain di antara 
kamu dengan jalan batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu 
kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang 
lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."7  
Imam Adz Dzahabi ternyata memasukkan pungutan liar dalam kitabnya 
berjudul Al Kabair yang membicarakan dosa-dosa besar. Dilansir dari “Pungutan Liar 
Termasuk Dosa Besar” karya Muhammad Abduh Tuasikal,  di antara dalil yang 
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beliau bawakan untuk menunjukkan bahwa pungutan liar termasuk dalam Al Kabair 
yaitu firman Allah Subhanahu Wa Ta‟ala, 
                             
     
Terjemahnya: 
“Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim 
kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa (mengindahkan) 
kebenaran. Mereka itu mendapat siksaan yang pedih” (QS asy-Syura/42: 42).8  
Sang imam pun menukil sebuah  hadis tentang seorang perempuan yang 
melakukan zina yang kemudian menyucikan dirinya dengan menyerahkan dirinya 
untuk dirajam. Perempuan itu telah bertaubat dengan taubat yang andai dilakukan 
oleh pemungut liar, niscaya akan diampuni baginya.”9  
Lewat dua dalil itu, Imam Adz Dzahabi mengatakan, orang yang melakukan 
pungutan liar mirip dengan perampok jalanan yang lebih jahat daripada pencuri. 
Orang yang menzalimi orang lain dan berulang kali memungut upeti, maka dia itu 
lebih zalim dan lebih jahat daripada orang yang adil dalam mengambil pungutan dan 
penuh kasih sayang pada rakyatnya. Orang yang mengambil pungutan liar, pencatat, 
dan pemungutnya, semuanya bersekutu dalam dosa. Mereka sama-sama pemakan 
harta haram.10 
Meskipun dalam hukum Islam telah di jelaskan tentang haram dan tercelanya 
perbuatan tindak pidana pungutan liar masih saja ada oknum kepolisian  yang tutup 
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telinga dan mata mereka seakan hukum itu tidak ada dan kemudian diam diam 
melakukan perbuatan tindak pidana pungutan liar.  
Ombudsman dalam laporannya menyebutkan modus yang sering terjadi 
sehingga masyarakat perlu mengeluarkan uang tidak resmi adalah penundaan berlarut 
dan pelanggaran prosedur, dan pelayanan pada sektor pendidikan serta di Kepolisian 
yang paling banyak dilaporkan. Wajar di kedua pelayanan tersebut paling banyak 
dilaporkan karena memang keduanya dalam kehidupan sehari-hari yang paling sering 
berhadapan langsung dengan masyarakat. 
Kasus yang terdata oleh Ombudsman mungkin hanya sebahagian kecil saja 
karena banyak masyarakat yang malas melaporkan dan bersikap apatis terhadap 
penyelesaiannya. Padahal banyak kasus pungli lain yang sebenarnya terjadi yang 
dialami masyarakat seperti pada saat mengurus perizinan pendirian usaha, mendirikan 
bangunan, dan pengurusan surat pertanahan serta pengurusan perizinan lainnya. 
Hingga tidak heran Bank Dunia dalam Laporan Kemudahan Berusaha (Doing 
Bussiness) Tahun 2017 menempatkan Indonesia dalam peringkat 91 dari 190 negara, 
jauh kalah dari Singapura di peringkat 2, Malaysia pada peringkat 23, Thailand 
peringkat 46, dan Brunei dan Vietnam, posisi yang terutama diperlemah oleh salah 
satu indikator penilaian Memulai Usaha (starting business) yang menempatkan 
Indonesia pada peringkat 151.11 
Dengan pringkat yang di tetapkan bank dunia terhadap Indonesia akhirnya 
pemerintah tidak tinggal diam. Pada Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dikeluarkan Instruksi Presiden No. 9 tahun 
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1977 tentang Operasi Penertiban (1977-1981), dengan tugas membersihkan pungutan 
liar, penertiban uang siluman, penertiban aparat pemda dan departemen. Untuk 
memperlancar dan mengefektifkan pelaksanaan penertiban ini ditugaskan kepada 
menteri negara penertiban aparatur negara, untuk mengkoordinir pelaksanaannya dan 
Pangkopkamtib untuk membantu departemen/lembaga pelaksanaanya secara 
operasional.
12
   
Penertiban uang siluman, penertiban aparat pemda dan departemen 
merupakan hal positif yang di lakukan pemerintah untuk mengurangi kemungkinan 
terjadinya penyalahan wewenang atau kekuasaan dari pemerintah yang tidak 
mematuhi hukum yang ada. 
Komitmen pemerintah untuk melakukan berbagai reformasi terus dilakukan. 
Setelah mengeluarkan 13 paket stimulus ekonomi, kini pemerintah mulai bergerak 
melakukan reformasi di bidang hukum. Pemerintah mengeluarkan Perpres No 87 
Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). 
Juga ditindaklanjuti oleh Surat Edaran MenPAN RB No 5 Tahun 2016 tentang 
Pemberantasan Praktik Pungli dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi 
Pemerintah. 
Upaya paket reformasi "Stop Pungli" tersebut diharapkan tidak hanya 
memulihkan kepercayaan publik, memberikan keadilan dan kepastian hukum. Namun 
juga harus mampu berdampak langsung terhadap perbaikan kinerja perekonomian ke 
depan. Pasalnya, berdasarkan World Economic Forum peringkat daya saing Indonesia 
semakin memburuk 
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Pada 2016, peringkat Indonesia kembali melorot pada urutan 41, setelah 
sebelumnya berada pada peringkat 34 (2014) dan peringkat 37 (2015). Salah satu 
aspek yang mengalami penurunan peringkat adalah aspek kelembagaan. Artinya 
efektifitas kerja birokrasi justru semakin menurun, yang akhirnya menimbulkan 
ekonomi berbiaya tinggi (high cost economy). Hal ini terjadi dikarenakan berbagai 
sektor pelayanan publik, masih diwarnai berbagai praktik pungli secara terstruktur, 
sistematis, dan masif.13 
Sektor pelayanan publik yang diwarnai dengan praktik pungli menjadi 
perbincangan di masyarakat karena rumitnya dan tidak pastinya pelayanan yang ada. 
Tingginya tingkat ketidakpastian pelayanan publik sebagai akibat adanya 
prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan menjadi penyebab semakin 
banyaknya masyarakat yang menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik 
yang korupsi. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat 
cenderung semakin toleran terhadap praktik pungutan liar dalam penyelenggaraan 
pelayanan publik.14 
Kapolri, Jenderal Tito Karnavian mengatakan “penyebab pungutan liar di 
dalam institusi kepolisian adalah adanya polisi yang serakah dan kurangnya biaya. 
Kekurangan biaya biasa disebabkan oleh belanja barang Polri yang hanya sekitar 20 
persen,” ujarnya. Dampaknya, terdapat kepolisian sektor yang melakukan pungutan 
liar. 
                                                          
13
Enny Sri Hartati, Konsistensi Pemberantasan Pungli.  http://bisnis.liputan6.com opini-
konsistensi-pemberantasan-pungli (3 Oktober 2017). 
14Yusran Darmawan, “Pungutan Liar (PUNGLI)”, Blog Muchlisin Riadi. 
http://www.kajianpustaka.com/2016/10/pungutan-liar-pungli.html (5 Juni 2017). 
9 
 
 
 
Berdasarkan data 2014-2015, anggaran Polri terus meningkat. Pada 2014, 
Polri mengajukan anggaran sebesar Rp 43,603 triliun, menjadi Rp 57,1 triliun pada 
2015, dan tahun ini sebesar Rp 73,002 triliun. Besar belanja barang terus naik dari 
22,27 persen dan menjadi  23,59 persen pada 2015. Polri masih berupaya 
mengusulkan peningkatan anggaran belanja barang menjadi 30 persen.15 
Meskipun anggaran belanja Polri terus meningkat setiap tahunnya, namun 
masih ada oknum kepolisian yang serakah dan merasa kurang biaya sehingga 
menyebabkan terjadinya tindak pidana pungli, baik itu di provinsi maupun di daerah 
seperti halnya di Kota Makasssar. 
Seperti yang di beritakan Tribun-Timur.Com, Maros - Oknum petugas 
lalulintas yang meminta uang Rp 100 ribu kepada seorang pengendara dari Turikale, 
Maros di simpang lima Bandara Sultan Hasanuddin bertugas di Polrestabes 
Makassar, Selasa (11/7/2017). 
Kaur Bin Ops Satlantas Polres Maros, Iptu Sofyanto mengatakan, polisi yang 
bertugas di underpass simpang lima merupakan personel dari Polrestabes Makassar. 
Sebelumnya, seorang pengendara dari Turikale, Kabupaten Maros, Ridwan 
mengeluhkan sikap oknum polisi Lalulintas yang bertugas di simpang lima Bandara 
Sultan Hasanuddin Makassar. 
Pasalnya, saat akan masuk ke Bandara untuk mengantar keluarganya, Ridwan 
langsung belok kiri. Dia mengira, tidak ada larangan belok kiri langsung karena tidak 
ada rambu khusus. "Tadi jam 10.30 wita, saya ke bandara antar keluarga. Saya 
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langsung belok kiri karena tidak ada rambu yang terpasang, seperti pada umumnya. 
Ternyata saya dihentikan oleh oknum polisi," kata Ridwan. 
Dia lalu digiring ke Pos lantas oleh oknum tersebut dan diancam denda tilang 
sebesar Rp 500 ribu. Namun oknum tersebut masih memberi solusi kepada Ridwan 
dengan meminta uang Rp 100 ribu.16 
Dengan adanya kasus seperti yang dilansir oleh Tribun Timur. Com, ini 
membuktikan bahwa masih lemahnya pengawasan yang ada terhadap oknum 
Kepolisian yang bertugas di lapangan. 
Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian terhadap “Efektivitas pengawasan satuan tugas sapu bersih terhadap oknum 
kepolisian ditinjau dari hukum pidana Islam (Studi Kasus Kota Makassar Tahun 
2015-2017)”. 
B. Fokus Penelittian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus penelitian : 
a.  Pengertian tindak pidana pungutan liar  
b. Efektivitas pengawasan satgas saber pungli terhadap kepolisian yang melakukan 
tindak pidana pungli ditinjau dari hukum pidana Islam. 
2. Deskripsi fokus : 
a.    Pengertian tindak pidana pungutan liar  
Pungutan liar adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai 
atau pejabat negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang 
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yang tidak sesuai atau yang tidak berdasarkan praturan yang berkaitan dengan 
pembayaran tersebut.17 
b. Efektivitas pengawasan satgas saber pungli terhadap oknum kepolisian ditinjau 
dari hukum pidana Islam. 
Efektivitas dalam hal ini adalah mengukur sejauh mana pengaruh saat 
dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 9 tahun 1977 tentang Operasi Penertiban 
(1977-1981), dengan tugas membersihkan pungutan liar, penertiban uang siluman, 
penertiban aparat pemda dan departemen.  yang menghindarkan seseorang dalam 
melakukan tindak pidana pemungutan liar (pungli). Dan sejauh mana pengaruh 
peraturan presiden republik indonesia nomor 87 tahun 2016 tentang satuan tugas sapu 
bersih pungutan liar, yang diundangkan pada tanggal 21 oktober 2016, dan 
bagaimana tingkat keberhasilan pemberantasan pungli dari tahun 2015-2017. Serta 
bagaimana pandangan hukum Islam mengenai tindak pidana pungutan liar. 
Tabel I 
Tentang, Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
NO Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 
1 Tindak pidana pungli - Pengertian tindak pidana 
pungli 
- Faktor-faktor yang 
memengaruhi terjadinya tindak 
pidana pungli 
2 Efektivitas pengawasan tindak - Peraturan tentang tindak 
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pidana pungli pidana pungli 
- Pengaruh efektif tidaknya 
peraturan tentang tindak 
pidana pungli 
 
3 Tinjauan hukum Islam terhadap 
tindak pidana pungutan liar 
- Pandangan Islam megenai 
pidana pungli 
- Sanksi pidana pungli dalam 
hukum Islam 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang pada uraian sebelumnya, maka yang menjadi 
pokok permasalahannya yaitu “Bagaimana Efektivitas Pengawasan Satgas Saber 
Pungli Terhadap Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana Pungli Ditinjau dari 
Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Kota Makassar Tahun 2015-2017).” Dari pokok 
permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan sub masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana tingkat keefektivan satgas saber pungli dalam mengawasi oknum 
kepolisian di Kota Makassar? 
2. Bagaimana praktik pungutan liar ditinjau dari hukum pidana Islam? 
D. Tinjauan Pustaka 
Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul Korupsi di Indonesia Masalah 
dan Pemecahannya, menjelaskan bahwa korupsi merupakan suatu peristiwa 
universal, telah terjadi sejak awal perjalanan kehidupan masyarakat, dan nampak di 
mana saja, tidak terkecuali di indonesia. Akhir-akhir ini sorotan terhadap korupsi di 
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indonesia semakin tajam, apalagi di kaitkan dengan dana-dana pembangunan dahulu 
korupsi dianggap sebagai kejahatan ekonomi, tetapi sekarang terutama di negara-
negara yang melembagakan sistem pemilihan umum, tindakan korupsi telah menjurus 
ke arah kejahatan politik. Proses korupsi dapat di bendung selain dengan 
penyempurnaan sistem hukum juga terutama dengan political para pemegang 
kekuasaan politik.  
Bagaimana korupsi di Indonesia sekarang dapat diberantas? Pengarang, 
seorang pejabat di kejaksaan agung republik Indonesia dan dosen ilmu hukum, 
memandang korupsi sebagai ancaman destruktif terhadap eksistensi negara dan 
perkembangan masyarakat. Situasi yang gawat itu dapat diatasi kalau undang-undang 
No. 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ditegakkan dahulu 
oleh para petugas hukum. Sarana ini telah terbukti efektif dalam penerapannya pada 
serangkaian kasus korupsi, yang telah diumumkan kepada masyarakat. Dia 
mengandalkan juga akan memberantas tindakan korupsi lain, yang sampai sekarang 
belum beres. Namun, pengarang belum menjelaskan secara mendalam tentang kasus 
korupsi di indonesia utamanya kasus pungutan liar yang dalam hal ini masuk dalam 
kejahatan jabatan yang telah terjadi di Indonesia.   
Andi Hamzah dalam bukunya Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum 
Pidana Nasional dan Internasional, Menganggap bahwa sekarang ini permasalahan 
korupsi di rasakan semakin meningkat pesat. Masyarakat pun merasa korupsi sesudah 
era reformasi yang tujuannya untuk menghilangkan atau mengurangi korupsi di 
indonesia, justru meningkat pesat. Sebagai suatu tindakan penyimpangan, perbuatan 
korupsi dapat di ancam dengan pidana. Dari penjelasan penulis tentang tindak pidana 
korupsi baik nasional maupun internasional belum mengupas tentang pembahasan 
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mengenai suap dan sogokan ataupun pungutan liar, dalam hal ini termasuk dalam 
perbuatan korupsi di kalangan pejabat pemerintahan khususnya di Indonesia. 
   Theodorus M. Tuanakotta dalam bukunya Menghitung Kerugian Keuangan 
Negara Dalam tindak pidana korupsi, penulis menjelaskan tentang bagaimana tugas 
dan wewenang Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK), serta menuliskan perbuatan 
melawan hukum dan beberapa kerugiannya dalam hal ini terdapat pada pasal 1365 
KUHP, penulis lebih menitik beratkan buku ini kepada kerugian keungan negara 
secara umum, penulis belum membahas kerugian keuangan negara yang di akibatkan 
oleh pejabat pemerintah yang ada di indonesia, banyak kasus  dari sektor pelayanan 
publik yang saat ini justru menjadi beban bagi masyarakat karena semakin hari 
pelayanan yang di berikan  pejabat pemerintahan semakin rumit, hal ini justru 
memberatkan masyarakat dengan keadaan ini oknum pejabat justru meminta uang 
sogok (uang pelicin) kepada masyarakat sebagai alternatif agar urusannya di 
perlancar.  
Ian Mc Walters,. dalam bukunya Memerangi Korupsi Sebuah Peta Jalan 
Untuk Indonesia, penulis membahas tentang konvensi PBB anti korupsi serta 
kriminalitas tindak korupsi, penulis juga menekankan pembahasan pada sistem 
pengendalian efektif kejahatan konveksi, seperti kejahatan korupsi non suap sektor 
publik dan penindakan suap sektor publik dan swasta, meskipun dalam pembahsan 
materi lebih condong terhadap lembaga antikorupsi serta menghukum pelaku tindak 
korupsi penulis belum membahas kejahatan pejabat pemerintahan dalam melakukan 
korupsi secara umum atau pungli khususnya. 
Victor M. Situmorang, dalam bukunya Tindak pidana pegawai negeri sipil, 
penulis membahas korupsi dan aneka permasalahannya serta kendala-kendala 
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pemerintahan bersih dan berwibawah, penulis juga mengupas tuntas tentang pegawai 
negeri mulai dari pengertian, kedudukan, hak-hak, kewajiban serta pengangkatan 
bahkan pemberhentian pegawai negeri sipil. Dari serangkaian pembahasan yang 
penulis sajikan, belum terdapat secara khusus tentang pembahasan pegawai negeri  
yang melakukan pungli. 
E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 
 Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui tingkat keefektivan Satgas Saber Pungli dalam mengawasi 
oknum kepolisian yang melakukan tindak pidana pungli di Kota Makassar. 
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana pungli. 
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Kegunaan Akademik 
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah kedalaman dan 
keluasan ilmu yang berkaitan dengan bahasan yang diteliti mengenai 
Efektivitas Pengawasan Satgas Saber Pungli Terhadap Kepolisian yang  
Melakukan Tindak Pidana Pungli Ditinjau dari Hukum Pidana Islam. 
2. Kegunaan Praktis 
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru 
yang secara faktual dalam masyarakat mengenai permasalahan dalam hal 
pungli yang terjadi di Kota Makassar. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
A. Konsep Efektivitas 
1. Pengertian Efektivitas  
Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa 
hasil. Jadi, efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu 
kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas pada 
dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan 
dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. 
Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat 
pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara 
input dan outputnya.18 
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu 
keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak 
rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata 
efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari 
suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.19 Media 
pembelajaran bisa dikatakan efektif ketika memenuhi kriteria, diantaranya mampu 
memberikan pengaruh, perubahan atau dapat membawa hasil. Ketika kita 
merumuskan tujuan instruksional, maka efektivitas dapat dilihat dari seberapa jauh 
                                                          
18
Siagian Sondang P., Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h.  
24. 
19
Susan Dwi Angriani. Literatur Buku Pengertian Efektivitas dan Landasan Teori Efektivitas,  
http://literaturbook.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-efektivitas-dan-landasan.html (7November 
2017). 
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tujuan itu tercapai. Semakin banyak tujuan tercapai, maka semakin efektif pula media 
pembelajaran tersebut 
Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian 
tujuan. Soejono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas  berasal  dari  kata  
effektivies  yang  berarti  taraf  sampai  atau  sejauh  mana  suatu kelompok mencapai 
tujuan.20 Selanjutnya, menurut Emerson  Handayaningrat bahwa efektivitas adalah 
pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan 
sebelumnya.21  
Sementara itu, Audit Commision dan Mahsun, menyatakan bahwa efektivitas 
adalah menyediakan jasa-jasa yang benar sehingga  memungkinkan pihak yang 
berwewenang untuk mengimplementasikan kebijakan   dan tujuannya. Kemudian, 
Peter Drueker dan Handoko, mengemukakan efektivitas adalah melakukan pekerjaan 
yang benar (doing the right things).  
Abdurahmat, mengungkapkan bahwa efektivitas adalah pemanfaatan sumber 
daya sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan 
sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.22 Dapat 
disimpulkan bahwa efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, 
tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan partisipasi aktif dari anggota serta 
                                                          
20
Soejono Soekanto, Pengantar Sosiologi Kelompok, (Bandung: Remaja Karya, 1986), hal. 
25. 
21
Emerson Handayaningrat, Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Managemen, (Cet; 6, 
Jakarta: PT Gunung Agung Handoko, 1985), h. 38.   
22
Abdurahmat, Efektivitas Organisasi,  (Ed. 1, Jakarta: Airlangga, 2008), h. 7. 
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merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukan 
derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai.23 
Dari beberapa uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa efektivitas  merupakan 
kemampuan untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas suatu lembaga  secara fisik dan 
non fisik untuk mencapai tujuan serta meraih keberhasilan maksimal. 
2. Pendekatan Terhadap Efektivitas 
Pendekatan efektivitas dilakukan dengan acuan berbagai bagian yang berbeda 
dari lembaga, dimana lembaga mendapatkan input atau masukan berupa berbagai 
macam sumber dari lingkungannya. Kegiatan dan proses  internal yang terjadi dalam 
lembaga mengubah input menjadi output atau program  yang  kemudian dilemparkan 
kembali pada lingkungannya. 
a. Pendekatan Sasaran (Goal Approach) 
Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil  
merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan sasaran dalam pengukuran 
efektivitas dimulai dengan  identifikasi  sasaran  organisasi  dan  mengukur  tingkatan  
keberhasilan  organisasi dalam mencapai sasaran tersebut.24 
Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan 
pendekatan ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil maksimal 
berdasarakan sasaran resmi “Official Goal” dengan memperhatikan permasalahan 
yang ditimbulkannya, dengan memusatkan perhatian terhadap  aspek output yaitu  
dengan mengukur keberhasilan programdalam mencapai tingkat output yang  
                                                          
23
Susan Dwi Angriani, Literatur Buku Pengertian Efektivitas dan Landasan Teori Efektivitas, 
(7 November 2017).   
24
Bradach, Jeffrey L., and Robert G. Eccles. "Price, authority, and trust: From ideal types to 
plural forms." Annual review of sociology 15.1 (1989), h. 15. 
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direncanakan. Dengan demikian, pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana  
organisasi atau lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. 
b. Pendekatan Sumber (System Resource Approach) 
Pendekatan sumber mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu  lembaga 
dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya. Suatu lembaga 
harus dapat memperoleh berbagai macam sumber dan juga  memelihara  keadaan dan 
system agar dapat menjadi efektif.  
Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu 
lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga mempunyai hubungan yang  
merata dalam lingkungannya dimana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber  yang 
terdapat pada lingkungan seringkai bersifat langka dan bernilai tinggi. 
c. Pendekatan Proses (Internal Process Approach) 
Pendekatan proses menganggap sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan  dari 
suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal  berjalan  dengan 
lancer dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara   terkoordinasi.   
Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan  
perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki 
lembaga, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga. 
3. Masalah Dalam Pengukuran Efektivitas 
Efektivitas selalu diukur berdasarkan prestasi, produktivitas  dan  laba.  
Seperti ada beberapa rancangan tentang memandang konsep ini dalam kerangka  
kerja dimensi satu, yang memusatkan perhatian hannya kepada satu kriteria   evaluasi 
(contoh, produktivitas). Pengukuran efektivitas dengan menggunakan sasaran yang 
sebenarnya dan memberikan hasil dari pada  pengukuran efektivitas berdasarka 
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sasaran resmi dengan memperhatikan masalah yang ditimbulkan oleh beberapa hal 
berikut: 
a. Adanya macam-macam output 
Adanya bermacam-macam output yang dihasilkan menyebabkan  pengukuran 
efektivitas dengan pendekatan  sasaran  menjadi  sulit  untuk  dilakukan. Pengukuran 
juga semakin sulit jika ada sasaran yang saling  bertentangan dengan sasaran lainnya. 
Efektivitas tidak akan dapat diukur  hannya  dengan menggunakan suatu indikator 
atau efektivitas yang tinggi  pada  suatu  sasaran yang seringkali disertai dengan 
efektivitas yang rendah pada sasaran lainnya.   
Selain itu, masalah itu juga muncul karena adanya bagian-bagian dalam  suatu 
lembaga yang mempunyai sasaran yang berbeda-beda secara  keseluruhan, sehingga 
pengukuran efektivitas seringkali terpaksa dilakukan dengan  memperhatikan 
bermacam-macam secara simultan. Dengan demikian, yang  diperoleh dari 
pengukuran efektivitas adalah profil atau bentuk dari efek yang  menunjukkan ukuran 
efektivitas pada setiap sasaran yang dimilikinya. Selanjutnya hal lain yang sering 
dipermasalahkan adalah frekuensi penggunaan   criteria dalam pengukuran efektivitas 
seperti yang dikemukakan oleh R.M Steers  yaitu bahwa kriteria dan penggunaan hal-
hal tersebut dalam pengukuran efektivitas adalah : 
1. Adaptabilitas dan Fleksibilitas 
2. Produktifitas  
3. Keberhasilan 
4. Keterbukaan dalam berkomunikasi 
5. Keberhasilan pencapaian program 
6. Pengembangan program. 
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b. Subjektifitas Dalam Adanya Penelitian  
Pengukuran efektivitas dengan menggunakan pendekatan  sasaran  seringkali  
mengalami  hambatan, karena sulitnya mengidentifikasi  sasaran  yang  sebenarnya 
dan juga karena kesulitan dalam pengukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran. 
Hal ini terjadi karena sasaran yang sebenarnya  dalam  pelaksanaan. Untuk  itu  ada  
baiknya  bila meninjau  pendapat  G.W  England,  bahwa perlu  masuk  kedalam  
suatu  lembaga  untuk mempelajari  sasaran  yang  sebenarnya  karena  informasi  
yang  diperoleh  hannya  dari dalam suatu lembaga untuk melihat program yang 
berorientasi ke luar atau masyarakat, seringkali dipengaruhi oleh subjektifitas. 25 
Untuk sasaran  yang  dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, unsur subjektif itu 
tidak  berpengaruh  tetapi  untuk  sasaran  yang  harus  dideskripsikan  secara  
kuantitatif, informasi yang diperoleh   akan sangat tergantung   pada   subjektifitas  
dalam  suatu  lembaga mengenai sasarannya. Hal ini didukung oleh pendapat Richard 
M Steers yaitu bahwa  lingkungan  dan  keseluruhan  elemen-elemen  kontekstual  
berpengaruh  terhadap informasi  lembaga  dan  menentukan  tercapai  tidaknya  
sasaran  yang  hendak  dicapai.26 
B. Tinjauan Umum Pengawasan 
1. Definisi Pengawasan 
Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang sangat berkaitan erat dengan 
pencapaian tujuan organisasi, sehingga pengawasan dalam organisasi apapun menjadi 
                                                          
25
IM. Simangunsong, Tinjauan Pustaka  Efektivitas dan Pengertian Efektivitas, 
http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/29153/?sequence=3 (7 November 2017). 
26
Gadzuk, J. W. "Dynamics of molecular processes at surfaces: vibrational lineshapes and 
spectra." Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena 38 (1986): 233-254. 
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mutlak dilakukan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh G.R. Terry, yang 
mengatakan bahwa: “Dalam rangka pencapaian tujuan suatu organisasi, termasuk 
negara sebagai organisasi kekuasaan terbesar seyogyanya menjalankan fungsi-fungsi 
manajemen yang terdiri dari: perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), 
memberi dorongan (actuating), dan pengawasan (controlling).”27 Menurutnya, 
pengawasan sebagai upaya kontrol birokrasi ataupun organisasi harus dilaksanakan 
dengan baik, karena: “Apabila tidak dilaksanakan, cepat atau lambat akan 
mengakibatkan mati/hancurnya suatu organisasi atau birokrasi itu sendiri.”28 
Hal tersebut juga didukung oleh Victor Situmorang dalam bukunya Aspek 
Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah, yang 
mengatakan bahwa: “Sebagai salah satu fungsi manajemen, mekanisme pengawasan 
suatu organisasi memang mutlak diperlukan. Pelaksanaan suatu rencana dan program 
tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang intensif dan berkesinambungan 
jelas akan mengakibatkan lambatnya, atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan 
tujuan yang telah ditentukan.”29 
Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Mc. Farland seperti yang dikutip 
Handayaningrat sebagai berikut: “Control is the process by which an executivegets 
the performance of his subordinate to correspond as closely as posible tochosen 
plans, orders, objectives, or policies. (Pengawasan ialah suatu proses dimana 
                                                          
27
Mohan K. Raja, Graydon H. Raymer, Gerald R. Moran, Greg Marsh, R. Terry Thompson,  
Journal of Applied Physiology Vol. 101 no. 4, 1070-1075 DOI: 10.1152/japplphysiol.01322.2005, (1 
October 2006). h. 15. 
28
Mohan K. Raja, Graydon H. Raymer, Gerald R. Moran, Greg Marsh, R. Terry Thompson 
Journal of Applied Physiology, h. 137. 
29
Situmorang, Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah, 
(Surabaya: Republika, 1994), h. 8. 
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pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh 
bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah 
ditentukan).”30  
Jadi pengawasan penting untuk dilaksanakan, mengingat pengawasan tersebut 
dapat mempengaruhi hidup/matinya suatu organisasi atau birokrasi, dan untuk 
melihat apakah pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, 
dan kebijaksanaan dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan 
itu sendiri didefinisikan oleh Sujamto dalam bukunya Aspek-aspek Pengawasan di 
Indonesia sebagai: “Segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai 
kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai 
dengan yang semestinya atau tidak.”31 
Senada dengan pendapat diatas, M. Manulang dalam karyanya Dasar-dasar 
Manajemen, mendefinisikan pengawasan sebagai: “Suatu proses untuk menetapkan 
pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan mengoreksinya bila perlu 
dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.”32 
Kedua pendapat tersebut diperkuat lagi oleh pernyataan Siagian Sondang P., 
dalam bukunya Filsafat Administrasi, yang menyatakan bahwa pengawasan adalah: 
“Proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh organisasi untuk menjamin agar 
semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah 
ditetapkan.”33 
                                                          
30
Handayaningrat, Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, (Bandung: Erlangga, 
1985), h. 143. 
31
Sujamto, Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 1987), h. 53. 
32
Manullang, M., Dasar-dasar Manajemen, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), h. 4. 
33
Siagian Sondang P., Filsafat Administrasi, (Jakarta: Bumi Aksara, 1984), h. 135. 
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Lebih rinci lagi, Kaho mendefinisikan pengawasan sebagai: “Suatu usaha 
sistematik untuk menerapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, 
merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan 
standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur 
penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan-tindakan koreksi yang 
diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya organisasi dipergunakan 
dengan cara paling efisien dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan.”34 
Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka secara singkat inti dari definisi 
pengawasan adalah usaha untuk menjamin agar pelaksanaan sesuai dengan rencana 
yang telah ditentukan dan disepakati bersama. 
2. Jenis-jenis Pengawasan 
a. Jenis Pengawasan Menurut Subyek 
Dilihat dari subyeknya, Diharna dalam bukunya Pemeriksaan dalam 
Pengawasan, membedakan pengawasan menjadi 5 jenis, yaitu: 
1) Pengawasan Melekat atau Sistem Pengendalian Manajemen 
2) Pengawasan Aparat Pemeriksa Fungsional 
3) Pengawasan Legislatif 
4) Pengawasan Masyarakat 
5) Pengawasan Lembaga Swadaya Masyarakat. 
Pengawasan Melekat atau Sistem Pengendalian Manajemen merupakan 
pengawasan yang berjalan secara otomatis yang terbentuk oleh sistem kerja dan 
apabila mendapatkan kesalahan, pelaksana/pimpinan satuan kerja langsung 
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Ahmad Denny Salthori, Tinjauan Pustaka Definisi Pengawas, http://digilib.unila.ac.pdf (7 
November 2017). 
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melakukan koreksi; bahkan berusaha mencegah terjadinya kesalahan. Pengawasan ini 
terjadi dengan adanya saling pengendalian atau saling melakukan pengawasan antar 
bagian dalam proses pelaksanaan karena diciptakannya “tanding procedure” dalam 
mekanisme kerja. Pengawasan Aparat Pemeriksa Fungsional adalah pengawasan 
yang dilakukan oleh aparat pemeriksa dalam institusi pengawasan yang hasil 
pemeriksaannya berupa rekomendasi bagi perbaikan pelaksanaan atau perbaikan 
perencanaan.  
Aparat pemeriksa fungsional mempunyai norma pemeriksanaan sendiri. 
Pengawasan Legislatif dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat biasanya dengan 
cara membandingkan hasil pelaksanaan dengan rencana, kebijaksanaan, peraturan, 
dan menyoroti pula cara pelaksanaan. Pengawasan Masyarakat dilakukan oleh 
anggota masyarakat masyarakat, biasanya menyoroti kerugian atau terganggunya 
kepentingan dirinya, keluarganya, kelompoknya, atau masyarakatnya. Sedangkan 
pengawasan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan indikator tumbuhnya 
masyarakat madani, yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat. Lembaga ini 
mempunyai kedudukan yang makin kuat dalam ikut mengatur kehidupan 
bermasyarakat sehingga menjadi lembaga yang mendominasi pengaturan kehidupan 
masyarakat. 
Pada dasarnya terdapat beberapa macam pengawasan yang dikemukakan oleh 
para ahli, ditinjau dari beberapa segi. Menurut Sujamto, dari subyeknya pengawasan 
terbagi atas pengawasan formal dan informal. Pengawasan formal adalah: 
“Pengawasan yang dilakukan oleh instansi/pejabat yang berwenang (resmi), baik 
yang bersifat intern dan ekstern”. Contohnya ialah pengawasan oleh BPK atau 
Inspektorat Jenderal terhadap instansi-instansi atau pejabat-pejabat atau proyek-
26 
 
 
 
proyek pemerintah. Sementara pengawasan informal menurut Sujamto, ialah: 
“Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. Baik langsung maupun tidak 
langsung”.35 
b. Jenis Pengawasan Menurut Obyek 
Jenis pengawasan menurut obyeknya dibagi menjadi 2 jenis, yaitu: 
pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung 
didefinisikan sebagai: “Pengawasan yang dilakukan oleh aparat 
pengawasan/pimpinan dalam suatu organisasi terhadap bawahannya secara langsung 
dalam melaksanakan pekerjaan di tempat berlangsungnya pekerjaan tersebut (on the 
spot). Sistem ini disebut pula sebagai “built of control.”36 
Sedangkan pengawasan tidak langsung didefinisikan Sujamto sebagai: 
“Pengawasan yang dilakukan oleh aparat/pimpinan organisasi tanpa mendatangi 
obyek yang diawasi/diperiksa.” Lazimnya, aparat/pimpinan yang melakukan 
pengawasan ini berdasarkan laporan yang tiba kepadanya dengan mempelajari dan 
menganalisa laporan atau dokumen yang berhubungan dengan obyek yang diawasi. 
c. Jenis pengawasan menurut sifat atau waktu  
Dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 dapat dikenal menjadi 3  
pengawasan yaitu pengawasan umum, preventif dan pengawasan refresif.  
Pengawasan Umum adalah suatu jenis pengawasan yang dilakukan oleh 
pemerintah dalam setiap kegiatan pemerintahan dengan baik, pengawasan umum 
terhadap pemerintahan daerah dilakukan oleh mentri dalam negeri 
                                                          
35
Sujamto, Beberapa  Pengantar  Dibidang  Pengawasan, (Jakarta: Graha Indonesia. 1986), 
h. 13 
36
Sujamto, Beberapa  Pengantar  Dibidang  Pengawasan, h. 14 
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gubernur/bupati/walikotamadya atau kepala daerah sebagai wakil pemerintah di 
daerah yang bersangkutan. 
Pengawasan preventif diartikan sebagai: Pengawasan yang dilakukan sebelum 
rencana itu dilaksanakan, atau disebut pula sebagai pre-audit dalam sistem 
pemeriksaan anggaran. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap 
persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga 
dan sumber-sumber lain. Maksudnya adalah untuk mencegah terjadinya 
kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan. Pengawasan ini dapat dilakukan dengan 
usaha-usaha sebagai berikut: 
1. Menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sistem prosedur, 
hubungan, dan tata kerjanya. 
2. Membuat pedoman/manual sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah 
Ditetapkan 
3. Menentukan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggungjawabnya. 
4. Mengorganisasikan segala macam kegiatan, penempatan pegawai, dan 
pembagian pekerjaannya 
5. Menentukan sistem koordinasi, pelaporan, dan pemeriksaan 
6. Menetapkan sanksi-sanksi terhadap pejabat yang menyimpang dari peraturan 
yang telah ditetapkan.37  
Sedangkan pengawasan represif diartikan sebagai: “Pengawasan yang 
dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan.” Maksudnya adalah untuk 
menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana 
                                                          
37
Handayadiningrat, Pengantar  Studi  Ilmu  Administrasi dan Manajemen, (Jakarta: CV. Haji 
Masagung, 1986), h. 145.  
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yang telah ditetapkan. Pengawasan represif ini dapat menggunakan 4 sistem 
pengawasan, yaitu: Komperatif, Verifikatif, Insektif, atau Investigatif.38 
d. Jenis Pengawasan Menurut Ruang Lingkupnya 
Jenis pengawasan menurut ruang lingkupnya dapat dibedakan menjadi dua, 
yaitu: “Pengawasan dari dalam (Internal Control) dan pengawasan dari luar 
(Eksternal Control).”39 
Pengawasan dari dalam (Internal Control) berarti: “Pengawasan yang 
dilakukan oleh Aparat/Unit Pengawasan yang terbentuk di dalam organisasi itu 
sendiri.” Aparat/Unit Pengawasan ini bertindak atas nama Pimpinan Orgainsasi yang 
bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan 
organisasi. data-data dan informasi ini dipergunakan oleh pimpinan untuk menilai 
kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil pengawasan ini dapat 
pula digunakan dalam menilai kebijaksanaan pimpinan. Untuk itu kadang-kadang 
pimpinan perlu meninjau kembali kebijaksanaan/keputusan-keputusan yang telah 
dikeluarkan. Sebaliknya pimpinan dapat pula melakukan tindakan-tindakan perbaikan 
(korektif) terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya. 
Sedangkan pengawasan dari luar (Eksternal Control) diartikan sebagai: 
“Pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi.” 
Aparat/unit pengawasan merupakan aparat pengawasan yang bertindak atas nama 
atasan dari pimpinan orgnaisasi itu atau bertindak atas nama pimpinan organisasi 
karena permintaannya.40 
                                                          
38
Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 
2006), h. 109-110. 
39
Handayadiningrat, Pengantar  Studi  Ilmu  Administrasi dan Manajemen, h. 144.  
40
Farida Patitittingi dan Fajlurrahman Jurdi, Korupsi Kekuasaan Dilema Penegakan Hukum di 
Atas Hegemoni Oligarki, (jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 52-55. 
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3. Maksud, Tujuan, dan Fungsi Pengawasan 
Dalam rangka melaksanakan pekerjaan untuk dapat mencapai tujuan yang 
telah ditetapkan, maka perlu adanya pengawasan. Menurut Leonard D. White seperti 
yang dikutip oleh Situmorang mengatakan bahwa maksud dari dilaksanakannya 
pengawasan adalah sebagai berikut: 
a. Untuk menjamin bahwa kekuasaan itu digunakan untuk tujuan yang 
diperintahkan dan mendapat dukungan serta persetujuan dari rakyat. 
b. Untuk melindungi Hak Azasi Manusia yang telah dijamin oleh Undangundang 
dari tindakan penyalahgunaan kekuasaan.41 
Handayaningrat menyebutkan bahwa: “Pengawasan itu dimaksudkan untuk 
mencegah atau untuk memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidasesuaian, 
penyelewengan, dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang 
telah ditentukan. Maksudnya adalah bukan mencari-cari kesalahan terhadap 
orangnya, tetapi mencari kebenaran terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan.”42 
Jadi pengawasan dimaksudkan untuk menjamin tidak adanya tindakan 
penyalahgunaan kekuasaan, dan untuk mencegah atau memperbaiki penyimpangan 
agar segala sesuatunya dapat berjalan sesuai dengan rencana. Dengan maksud di atas, 
maka pelaksanaan pengawasan diharapkan akan membawa hasil yang positif bagi 
tercapai tujuan. Pengawasan tersebut dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 
a. Mengetahui proses pekerjaan apakah berjalan lancar atau tidak. 
b. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengusahakan 
pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan yang sama atau timbulnya 
kesalahan-kesalahan yang baru. 
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Situmorang, Aspek Hukum Pengawasan Melekat, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 23. 
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Handayadiningrat, Pengantar  Studi  Ilmu  Administrasi dan Manajemen, h. 143.  
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c. Untuk mengetahui apakah penggunaan anggaran yang telah ditetapkan dalam 
perencanaan dapat terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan tujuan yang 
telah ditetapkan. 
d. Untuk dapat mengetahui apakah pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana 
sebagaimana yang telah ditetapkan. 
e. Untuk menetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan apa yang telah ditetapkan 
dalam perencanaan. 
f. Memberikan saran tindak lanjut pekerjaan agar sesuai dengan ketentuan dan 
kebijaksanaan dari pejabat yang berwenang. 
Jadi pengawasan bertujuan untuk mengetahui dan memberikan ketentuan atas 
kebijakan dan wewenang dari pejabat pemerintahan. Selain tujuan tersebut 
pengawasan juga memiliki fungsi yaitu: 
a. Sebagai penilai apakah setiap unit-unit telah melaksanakan kebijaksanaan dan 
prosedur yang menjadi tanggungjawabnya masing-masing 
b. Sebagai penilai apakah surat-surat atau laporan yang didapat sudah 
menggambarkan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya secara tepat dan cermat. 
c. Sebagai penilai apakah pengendalian manajemen sudah cukup memadai dan 
dilakukan secara efektif. 
d. Sebagai peneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif yakni 
mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. 
e. Sebagai peneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efisien.43 
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Ahmad Denny Salthori, Pengertian Pengawasan, Definisi dan Tujuan Pengawasan, 
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Jadi bisa disimpulkan bahwa fungsi pengawasan ialah untuk memberikan 
nilai, analisis, merekomendasikan dan menyampaikan hasil laporan atau surat yang 
berhubungan dengan bidang pekerjaan sebuah lembaga atau organisasi yang telah 
diteliti. 
4. Pengawasan yang Efektif 
Efektivitas berasal dari kata efektif. Kata efektif sering diartikan sama dengan 
efisien, padahal keduanya mempunyai perbedaan. Prajudi Admosudihardjo 
menyatakan bahwa: “Kita berbicara tentang efisiensi bilamana kita membayangkan 
hal penggunaan sumber daya (resources) kita secara optimum untuk mencapai 
sesuatu tujuan tertentu, dan kita berbicara tentang efektivitas bilamana kita hendak 
menekankan pada hasilnya atau efeknya, artinya sampai dimana prapta (obyektif) kita 
itu dapat di capai.”44 
Senada dengan pendapat di atas, Widjadja juga memberi batasan efektifitas 
sebagai: “Pencapaian sasaran menurut perhitungan terbaik.”45 Pengertian ini juga 
menunjuk pada hasil yang di peroleh, dimana dapat dikatakan efektif apabila 
pencapaian hasil sesuai dengan sasaran. Pengertian ini dikemukakan oleh H. Emerson 
seperti dikutip Handayaningrat, yang menyatakan bahwa: “Effectiveness is 
measuring in term of actuating prescribed or objectives (efektivitas adalah 
pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan 
sebelumnya).”46 
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Admosdirdjo, Administrasi  dan  Manajemen  Umum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), h. 
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Widjaja, Administrasi Kepegawaian: Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Press, 1988), h. 
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Pendapat tersebut juga didukung oleh Komarudin, yang menyatakan bahwa: 
“Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkatan keberhasilan kegiatan 
manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.”47  
Mengenai kriteria pengawasan yang efektif, Nawawi yang menggunakan 
istilah optimal untuk kata efektif, menyebutkan bahwa pengawasan akan optimal 
apabila: 
a. Aparat dalam melakukan tugas memantau, memeriksa, dan mengevaluasi tidak 
terpengaruh orang yang dinilai, sehingga hasilnya benar-benar objetif. 
b. Aparat dalam menyampaikan hasil pengawasannya kepada setiap pejabat harus 
cepat, sehingga menentukan cepatnya untuk ditindaklanjuti. 
c. Aparat diberi wewenang yang cukup untuk melaksanakan tugas, dan sebaliknya 
pihak yang dievaluasi harus mampu menerima wewenang tersebut sebagai suatu 
kewajaran. 
d. Ruang lingkup pengawasan harus memadai sesuai dengan kebutuhan pimpinan 
tertinggi.48 
Sehubungan dengan pernyataan Nawawi yang menyebutkan pengawasan yang 
optimal maka dapat di katakan pengawasan yang optimal yaitu dengan melakukan 
fungsi dan wewenang sesuai dengan koridor dan kebutuhan aparat dalam 
menjalankan tugasnya. 
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C. Tinjauan Umum Pungutan Liar 
1. Pengertian Pungli 
Pengertian Pungutan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah bea, iuran, 
kutipan, pajak, saweran, tarif yang wajib dibayarkan yang dilakukan oleh yang 
berwenang, dan pengertian liar dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah tidak 
teratur, tidak tertata. Secara umum pengertian pungutan liar adalah kegiatan meminta 
sejumlah uang atau barang yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi 
dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum. 
Pungutan liar adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai 
Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang 
tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran 
tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan, penipuan atau 
korupsi.49 
Sebenarnya, istilah pungli hanyalah merupakan istilah politik yang kemudian 
dipopulerkan lebih lanjut oleh dunia jurnalis. Di dalam dunia hukum (pidana), istilah 
ini tidak dijumpai. Belum pernah kita mendengar adanya tindak pidana pungli atau 
delik pungli. Sesungguhnya, pungli adalah sebutan semua bentuk pungutan yang 
tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan pungutan 
tersebut dinamakan sebagai pungutan liar (pungli). Dalam bekerjanya, pelaku pungli 
selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pihak 
yang berada dalam posisi lemah karena ada kepentingannya. 
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Muchlisin Riadi, “Kajian Pustaka”, Pungutan Liar (PUNGLI), http://www. kajianpustaka. 
Com  (7 November 2017). 
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2. Faktor Penyebab Pungli 
Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pungutan liar, 
yaitu: 
a. Aspek Individu Pelaku :  
1. Sifat tamak manusia; 
2. Moral yang kurang kuat; 
3. Penghasilan yang kurang mencukupi; 
4. Kebutuhan hidup yang mendesak; 
5. Gaya hidup yang konsumtif; 
6. Malas atau tidak mau kerja; 
7. Ajaran agama yang kurang diterapkan. 
b. Aspek Organisasi  
1. Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan; 
2. Tidak adanya kultur organisasi yang benar; 
3. Sistim akuntabilitas yang benar di instansi pemerintah yang kurang memadai; 
4. Kelemahan sistem pengendalian manajemen;50 
Dengan demikian, faktor penyebab pungli secara umum dapat diklasifikasikan 
menjadi dua macam, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal 
berkaitan dengan pelaku pungli sebagai pemegang amanat berupa jabatan dan 
wewenang yang diembannya. Sedangkan faktor eksternal berupa sistem pemerintahan 
dan kepemimpinan serta pengawasan yang tidak seimbang sehingga bisa membuka 
peluang terjadinya pungli. 
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3. Tindak Pidana Pungutan Liar 
Dalam kasus tindak pidana pungutan liar tidak terdapat secara pasti dalam 
KUHP, namun demikian pungutan liar dapat disamakan dengan perbuatan pidana 
penipuan, pemerasan dan korupsi yang diatur dalam KUHP sebagai berikut: 
    Pasal 368 KUHP: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan 
diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan 
kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang 
seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang 
maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara 
paling lama sembilan tahun".  
    Pasal 415 KUHP: "Seorang pegawai negeri atau orang lain yang 
ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara 
waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat-surat berharga yang 
disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil 
atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan 
perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun". 
    Pasal 418 KUHP: "Seorang pegawai negeri yang menerima hadiah atau 
janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu 
diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, 
atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan 
dengan jabatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau 
pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".  
    Pasal 423 KUHP: "Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan 
diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan 
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kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu 
pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan 
suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-
lamanya enam tahun". 
Berdasarkan ketentuan pidana tersebut di atas, kejahatan pungutan liar dapat 
dijerat dengan tindak pidana di bawah ini: 
a. Tindak pidana penipuan 
Penipuan dan pungutan liar adalah tindak pidana yang mana terdapat unsur-
unsur yang sama dan saling berhubungan, antara lain untuk menguntungkan diri 
sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan untuk 
atau agar orang lain menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya. 
b. Tindak pidana pemerasan 
Penipuan dan pungutan liar adalah tindak pidana yang mana terdapat unsur-
unsur yang sama dan saling berhubungan, antara lain untuk menguntungkan diri 
sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kekerasan atau 
dengan ancaman agar orang lain menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya. 
c. Tindak pidana korupsi 
Tindak pidana korupsi yang sangat erat kaitannya dengan kajahatan jabatan 
ini, karena rumusan pada pasal 415 pasal penggelapan dalam KUHP diadopsi oleh 
UU No. 31 tahun 1999 yang kemudian diperbaiki oleh UU No. 20 tahun 2001, yang 
dimuat dalam pasal 8. 51 
Sejalan dengan peraturan dalam KUHP dengan adanya sanksi pidana yang 
menyertai perbuatan pungli maka kemungkinan yang akan terjadi adalah adanya 
kesadaran dari para pelaku pungli dan menjauhi akibat-akibat yang menyeretnya pada 
pebuatan pungli tersebut. 
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D. Pungutan Liar Dalam Hukum Pidana Islam  
1. Pengertian Hukum Pidana Islam  
Kata Jinayat adalah bentuk jamak dari kata jinayah, yang berarti perbuatan 
dosa, kejahatan atau pelanggaran. Bab Al-jinayah dalam fiqih Islam membicarakan 
bermacam-macam perbuatan pidana (jarimah) dan hukumnya. Hukum had adalah 
hukuman yang telah dipastikan ketentuannya dalam nash al-Qur‟an atau Sunnah 
Rasul. Sedangkan hukum ta‟zir adalah hukuman yang tidak dipastikan ketentuannya 
dalam al-Qur‟an dan Sunnah Rasul. Hukum ta‟zir menjadi wewenang penguasa 
untuk menentukannya. 
Hukum Pidana Islam sering disebut dalam fiqih dengan istilah jinayat atau 
jarimah. Jinayat dalam istilah Hukum Islam sering disebut dengan delik atau tindak 
pidana. Jinayat merupakan bentuk verbal noun (mashdar) dari kata jana. Secara 
etimologi jana berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan perbuatan 
dosa atau perbuatan salah. Secara terminologi kata jinayat mempunyai beberapa 
pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Abd al Qodir Awdah bahwa jinayat adalah 
perbuatan yang dilarang oleh syara‟ baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, 
atau lainnya. Yang dimaksud dengan jinayat meliputi beberapa hukum, yaitu 
membunuh orang, melukai, memotong anggota tubuh, dan meghilangkan manfaat 
badan, misalnya menghilangkan salah satu panca indera. Dalam Jinayah (Pidana 
Islam) dibicarakan Pula Upaya-upaya prefentif, rehabilitative, edukatif, serta upaya-
upaya represif dalam menanggulangi kejahatan disertai tentang toeri-teori tentang 
hukuman. 
Menurut A. Jazuli, pada dasarnya pengertian dari istilah Jinayah mengacu 
kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya pengertian tersebut terbatas pada 
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perbuatan yang dilarang. Di kalangan fuqoha‟, perkataan Jinayat berarti perbuatan 
perbuatan yang dilarang oleh syara‟. Meskipun demikian, pada umunya fuqoha‟ 
menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan perbuatan yang terlarang 
menurut syara‟. Meskipun demikian, pada umumnya fuqoha‟ menggunakan istilah 
tersebut hanya untuk perbuatan perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti 
pemukulan, pembunuhan dan sebagainya. Selain itu, terdapat fuqoha‟ yang 
membatasi istilah Jinayat kepada perbuatan perbuatan yang diancam dengan 
hukuman hudud dan qishash, tidak temasuk perbuatan yang diancam dengan ta‟zir. 
Istilah lain yang sepadan dengan istilah jinayat adalah jarimah, yaitu larangan 
larangan syara‟ yang diancam Allah Subhanahu Wata‟ala dengan hukuman had atau 
ta‟zir. 
Secara umum, pengertian Jinayat sama dengan hukum Pidana pada hukum 
positif, yaitu hukum yang mengatur perbuatan yang yang berkaitan dengan jiwa atau 
anggota badan, seperti membunuh, melukai dan lain sebagainya. 
2. Pungutan Liar dalam Hukum Pidana Islam 
a. Pengertian Pungutan Liar 
Dari segi bahasa, Pungutan liar dapat dibagi menjadi dua kata, yakni 
„pungutan‟ dan „liar‟. Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, pungutan 
berarti barang yang dipungut,52 dan liar berarti sembarangan, tidak sesuai dengan 
aturan, tidak diakui oleh yang berwenang. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa 
pungutan liar berarti sesuatu (barang) yang dipungut atau diambil dengan cara yang 
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tidak sesuai dengan aturan yang ada. Dalam kamus al-Munawwir, pungutan liar 
dikenal dengan kata al-Maksu yang umumnya diartikan dengan memungut cukai.53 
Menurut Muhammad bin Salim bin Sa‟id Babashil bahwa al-Maksu adalah 
suatu aturan yang dibuat oleh para penguasa dengan unsur. Kezaliman, berkaitan 
dengan harta manusia, dan menganggap diatur dengan undang-undang yang sengaja 
ataupun dibuat-buat. Kasus pungutan liar ini sebenarnya sudah dikenal pada masa 
awal perkembangan Islam. Hal ini dapat diketahui dalam kasus-kasus pemerasan 
yang dilakukan oleh kelompok kelompok tertentu kepada para pedagang di pasar-
pasar. Bahkan tidak jarang perbuatan liar tersebut dilakukan dengan 
mengatasnamakan aturan untuk melakukan pungutan liar berasal dari pejabat 
setempat, padahal hal tersebut dilakukan dengan unsur kezaliman terhadap para 
pedagang.54 
Berdasarkan definisi di atas menunjukkan bahwa tindakan pungutan liar 
didasarkan atas pelanggaran terhadap aturan resmi yang telah ditentukan, hal ini 
sebagaimana yang juga terjadi pada tindakan korupsi. Orang yang melakukan 
tindakan pungutan liar senantiasa mengabaikan kewajibannya, hal ini karena ia hanya 
mementingkan untuk mendapatkan keinginannya, yakni melakukan pungutan. Hal ini 
dikarenakan pelaku perbuatan pungutan liar tidak peka perasaannya, sehingga 
menimbulkan kejahatan kepada rakyat (pihak lain).55 Sama halnya dengan tindakan 
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pungutan liar, pada tindakan korupsi juga membuat pelakunya mengabaikan aturan 
yang ada, dan juga tidak memperdulikan perasaan orang yang dimintainya.  
Perbuatan pungutan liar pada dasarnya bersifat memaksa sehingga tidak 
menutup kemungkinan hal tersebut dilakukan dengan kekerasan. Sifat ini juga yang 
terjadi pada perbuatan korupsi yang menyebabkan tertekannya pihak yang dikenakan 
korupsi tersebut.  
b. Kualifikasi Pungutan Liar dalam Hukum Pidana Islam  
Dalam literatur Islam tidak terdapat istilah yang sepadan dengan pungutan 
liar, namun pungutan liar dapat dikategorikan sebagai tindak kriminal (ma‟shiyat) 
dalam konteks ghulul (penggelapan), risywah (suap), dan khiyanah (pengkhianatan).  
1) Ghulul (penggelapan)  
Seara etimologis, dalam al-Mu‟jam al-Wasit bahwa kata ghulul berasal dari 
kata kerja (        ), yang dapat diartikan dengan berkhianat dalam pembagian harta 
rampasan perang atau dalam harta-harta lain. Definisi ghulul secara terminologis 
dikemukakan oleh Rawas Qala‟arjidan Hamid Sadiq Qunaibi yang diartikan 
mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya. Akan tetapi, dalam 
pemikiran berikutnya berkembang menjadi tindakan curang dan khianat terhadap 
harta-harta lain, seperti tindakan penggelapan terhadap harta bait al-mal, harta milik 
bersama kaum muslim, harta bersama dalam suatu kerja bisnis, harta negara, dan lain-
lain. Berkaitan dengan ghulul.56 
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2) Risywah (penyuapan)  
Risywah yaitu upah, hadiah, komisi, atau suap. Secara terminologi, risywah 
adalah suatu pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim, petugas atau pejabat 
tertentu dengan tujuan yang diinginkan kedua belah pihak, baik pemberi maupun 
penerima. Namun menurut al-Syaukani, ada beberapa bentuk risywah yang 
dibenarkan dengan alasan untuk memperjuangkan hak atau menolak kezaliman yang 
mengancam keselamatan diri seseorang. Ibnu Taimiyyah menjelaskan tentang alasan 
suap yang dibenarkan, dalam Majmu‟ Fatawa mengutip sebuah hadits yang 
diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal bahwa Rasulullah saw pernah 
memberikan sejumlah uang kepada orang yang selalu meminta-minta kepada beliau. 
Namun mayoritas ulama sepakat bahwa hukum perbuatan risywah adalah haram, 
khususnya risywah yang terdapat unsur membenarkan yang salah dan atau 
menyalahkan yang benar.57 
3) Khiyanah  
Kata khiyanah berasal dari bahasa Arab (        ) yang artinya sikap ingkarnya 
seseorang saat diberikan kepercayaan. Bentuk isim, dari kata kerja (خا - halada (     
(خائ ), yang definisinya dikemukakan oleh al-Syaukani yaitu seseorang yang diberi 
keperayaan untuk merawat/mengurus sesuatu barang dengan akad sewa menyewa dan 
titipan, tetapi sesuatu itu diambil dan kha‟in mengaku jika barang itu hilang atau dia 
mengingkari barang sewaan tersebut ada padanya. Sedangkan Wahbah Zuhaili 
mendefinisikan khiyanah dengan segala sesuatu bersifat melanggar janji dan 
kepercayaan yang telah dipersyaratkan di dalamnya atau telah berlaku menurut adat 
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kebiasaan, seperti tindakan pembantaian terhadap kaum muslim atau sikap 
menampakkan permusuhan terhadap kaum muslim.  
Mayoritas ulama Syafi‟iyyah lebih cenderung mengkategorikan korupsi 
sebagai tindak pengkhianatan, karena pelakunya adalah orang yang dipercayakan 
untuk mengelola harta kas negara. Oleh karena seorang koruptor mengambil harta 
yang dipercayakan padanya untuk dikelola, maka tidak dapat dihukum potong tangan. 
Dalam konteks ini, „illat hukum untuk menerapkan hukum potong tangan tidak ada. 
Sanksi hukum jarimah ini tidak disebutkan secara eksplisit dan jelas dalam dalil-dalil 
manapun, sehingga perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai bagian dari hukuman 
ta‟zir.58 
c. Sanksi (Uqubah) Pungutan Liar dalam Hukum Pidana Islam  
Dalam fiqh jinayah, memang tidak ada nash yang secara khusus mencatat 
dengan jelas sanksi dari perbuatan korupsi. Islam mengkaitkan perbuatan korupsi ini 
diidentifikasi dengan beragam bentuknya seperti ghulul (penggelapan), risywah 
(suap), dan khiyanat (pengkhianatan). perbuatan-perbuatan tersebut dijatuhkan sanksi 
dengan hukuman ta‟zir. Di mana seorang hakim (imam/pemimpin) diberi otoritas 
penuh untuk memilih, tentunya sesuai dengan ketentuan syariat bentuk sanksi tertentu 
yang efektif dan sesuai dengan kondisi ruang dan waktu di mana kejahatan tersebut 
dilakukan. Sanksi yang diterapkan juga bervariasi sesuai dengan tingkat 
kejahatannya, mulai dari sanksi material, penjara, pemecatan jabatan, cambuk, 
pembekuan hak-hak tertentu sampai hukuman mati. Karena tidak adanya nash qath‟i 
yang berkaitan dengan tindak kejahatan yang satu ini.  
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Sanksi yang diterapkan terhadap tindakan ghulul pada zaman Rasulullah saw 
lebih ditekankan pada sanksi moral. Pelaku ghulul akan dipermalukan di hadapan 
Allah kelak pada hari kiamat. Dengan kata lain, bahwa perbuatan ini tidaklah 
dikriminalkan, melainkan hanya dengan sanksi moral dengan ancaman neraka 
sebagai sanksi ukhrawi. Ini lantaran pada saat itu, kasus-kasus ghulul hanya 
merugikan dengan nominal yang sangat kecil, kurang dari tiga dirham. Mungkin saja 
akan berbeda seandainya kasus ghulul memakan kerugian jutaan hingga miliaran 
rupiah, pasti akan ada hukuman fisik yang lebih tegas untuk mengatasinya.59 
Sanksi risywah tidaklah jauh berbeda dengan sanksi bagi pelaku ghulul.  
Abdullah Muhsin al-Thariqi mengemukakan bahwa sanksi hukum pelaku risywah 
(suap) tidak dijelaskan secara jelas oleh al-Qur‟an dan Hadits, mengingat bahwa 
sanksi risywah masuk dalam kategori sanksi ta‟zir yang kekuasaannya berada di 
tangan hakim. Untuk menentukan jenis sanksi yang sesuai dengan kaidah-kaidah 
hukum Islam dan sejalan dengan prinsip untuk memelihara stabilitas hidup 
bermasyarakat sehingga berat dan ringannya sanksi hukum harus disesuaikan dengan 
jenis tindak pidana yang dilakukan.60 
Sanksi khianat tidak disebutkan secara jelas dan konkret. Maka dari itu 
khianat masuk dalam kategori jarimah ta‟zir, bukan pada jarimah hudud dan qisas. 
Walaupun pungutan liar masuk dalam jarimah ta‟zir, bukan berarti bentuk dan jenis 
hukuman ta‟zir selalu berupa hukuman ringan. Bisa saja hukum ta‟zir bagi pelaku 
tindak pidana pungutan liar berupa pidana, pemecatan, di-blacklist dari masyarakat, 
penjara puluhan tahun, pidana seumur hidup bahkan bisa berupa hukuman mati 
karena pengaruh negatif dan bahaya pungutan liar bisa lebih besar dari pada sekedar 
mencuri atau merampok. 
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BAB  lll 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis penelitian 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan (Field 
Research), yaitu jenis penelitian yang menggambarkan secara kualitatif mengenai 
objek yang dibicarakan sesuai kenyataan yang terdapat dalam masyarakat.
61
 Metode 
penelitian kualitatif lapangan mempunyai beberapa pokok inti, yaitu: 
a. Mengusahakan mendeskripsikan suatu gejala peristiwa dan kejadian yang terjadi 
saat sekarang. 
b. Studi lapangan yang menganalisis secara mendalam dan kontekstual. 
2. Lokasi Penelitian  
Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar. Khususnya pada wilayah 
Polrestabes Makassar dengan masalah tentang Efektivitas Pengawasan Satgas Saber 
Pungli Terhadap Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Pungutan Liar di Kota 
Makasar tahun 2015-2017.  
B. Pendekatan Penelitian 
1. Pendekatan normative (hukum positif) yaitu penelitian hukum yang 
mengutamakan data sekunder sebagai bahan utama, sedangkan spesifikasi 
penelitian bersifat deskriptif analitis dalam metode pengumpulan data melalui 
penelitian data kepustakaan tentang problematika dalam penanganan pungutan 
liar. Hal ini disebabkan penelitian hukum ini bertujuan untuk meneliti 
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mengenai asas-asas hukum, asas-asas hukum tersebut merupakan 
kecenderungan-kecendurangan yang memberikan suatu penilaian terhadap 
hukum, yang artinya memberikan suatu penilaian yang bersifat etis.
62
 
Pendekatan terhadap hukum normatif, mengidentifikasi dan mengkonsepsikan 
hukum sebagai norma kaidah, peraturan, undang-undang yang berlaku pada 
suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan yang 
berdaulat dan dalam penelitian ini sudah ada pada suatu situasi konkrit. 
2. Pendekatan yuridis yaitu secara yuridis mengkaji peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan pungutan liar. Secara sosiologis dengan cara 
melihat kenyataan yang ada di lapangan berkaitan dengan permasalahan yang 
akan diteliti dipandang dari sudut pandang penerapan hukum. 
3. Pendekatan normatif Syar‟i, pendekatan ini berdasarkan pada hukum Islam 
dengan melihat apa yang ada dalam teks-teks Al-Qur‟an dan hadits serta 
pendapat para ulama. 
C. Sumber Data 
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Data primer  
Adalah data yang dikumpulkan melalui Field Research atau penelitian 
lapangan dengan cara interview, yakni kegiatan langsung kelapangan dengan 
mengadakan wawancara dan Tanya jawab langsung kepada informan. Data primer, di 
imput secara lansung dari sumbernya dan diolah sendiri oleh lembaga bersangkutan 
untuk dimanfaatkan. Data primer dapat berbentuk opini subjek secara individu atau 
                                                          
62
 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada), h. 3. 
46 
 
 
 
kelompok, dan hasil observasi terhadap karakteristik benda (fisik), kejadian, kegiatan 
dan hasil suatu pengujian tertentu. Ada dua metode yang dipergunakan untuk 
pengumpulan data primer yaitu, melalui observasi dan wawancara. 
2. Data Sekunder  
Adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan (library research) yaitu 
dengan menghimpun data dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya 
ilmiah, dan pendapat para ahli terkait dengan masalah yang dibahas. Metode ini 
menggunakan dua kutipan sebagai berikut: 
a. Kutipan langsung 
Kutipan yang dituliskan sesuai dengan susunan kalimat aslinya tanpa mengalami 
perubahan sedikitpun. 
b. Kutipan tidak langsung 
Kutipan yang susunan kalimatnya telah diubah sesuai dengan susunan kalimat 
peneliti atau penulis sendiri, namun substansinya tidak berubah.
63
 
D. Metode Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 
a. Teknik Penelitian Lapangan 
1) Observasi. 
Dalam teknik ini, pengamatan yang dilakukan peneliti harus berpokok pada 
jalur tujuan penelitian yang dilakukan. Pengamatan ini berfokus pada satuan 
tugas sapu bersih pungutan liar di Makassar. 
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2) Wawancara 
Yaitu wawancara langsung dengan beberapa pihak yang berkompeten 
memberikan informasi atas pengamatannya dan pengalamannya dan 
masyarakat  yang merasakan maupun menjadi korban pungutan liar. 
3) Studi Dokumentasi 
Bahan-bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu 
pengumpulan data dengan data primer dan data sekunder, data primer 
merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti, ini berlainan 
dengan data sekunder, yakni data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data 
dalam dokumen dan publikasi.
64
 Serta menelaah buku-buku dan hasil 
penelitian. 
E. Instrumen Penelitian 
Adapun instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti sendiri karena 
peneliti lebih mengetahui maksud dan tujuan penelitian ini dengan menggunakan : 
1. Pedoman wawancara 
Pedoman wawancara ini digunakan dalam melakukan wawancara yang 
dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa daftar 
pertanyaan. 
2. Buku catatan dan alat tulis 
Alat ini digunakan untuk mencatat semua percakapan yang diperoleh dari 
sumber data. 
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3. Kamera  
Alat ini digunakan untuk memotret oleh peneliti dalam melakukan wawancara 
terhadap informan sebagai dokumentasi penelitian. 
4. Tap Recorder  
Alat ini digunakan untuk merekam pembicaraan yang di lakukan peneliti 
dengan informan. 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
1. Teknik pengolahan data 
Pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan 
yang sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Adapun teknik 
pengolahan data dalam penelitian ini yaitu: 
a. Klasifikasi data 
Yang dimaksud dengan klasifikasi data adalah menggolongkan atau 
mengelompokkan data yang dihasilkan dalam penelitian. 
b. Reduksi data 
Yang dimaksud reduksi data adalah mengurangi atau memilah-milih data 
yang sesuai dengan topik dimana data tersebut dihasilkan dari penelitian. 
c. Editing Data 
Yang dimaksud dengan editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian 
yang bertujuan untuk mengetahui relevansi atau hubungan dan keabsahan data 
yang dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini 
dilakukan untuk memperbaiki data serta menghilangkan keragu-raguan atas 
data yang diperoleh dari hasil wawancara. 
2. Analisis Data 
Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih 
mudah dibaca dan dipahami serta diinterpretasikan dengan menggunakan analisa data 
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kualitatif. Kualitatif yaitu menganalisis atau menggambarkan data hasil penelitian 
dilapangan dengan cara kata-kata tanpa menganalisis angka dan selanjutnya 
pengolahan data disajikan secara deskriptif analisis yaitu menggambarkan secara 
lengkap aspek-aspek mengenai masalah berdasarkan literatur dan data lapangan. 
Selanjutnya data yang telah dikumpulkan melalui observasi, wawancara, studi 
dokumen. Data-data yang dikumpulkan adalah data yang relevan dengan masalah 
yang diteliti. Kemudian data yang telah dikumpulkan disajikan dalam bentuk bab 
pembahasan sebagai pijakan dalam mengambil kesimpulan. Kemudian tahap akhir 
dari analisis data adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan merupakan ujung terakhir 
dari sebuah penelitian. 
G. Pengujian Keabsahan Data 
Suatu penelitian diorientasikan pada derajat keilmiahan data penelitian. Maka 
suatu penelitian dituntut agar memenuhi standar penelitian sampai dapat memperoleh 
kesimpulan yang objektif. Artinya bahwa suatu penelitian bila telah memenuhi 
standar objektifitas maka penelitian tersebut dianggap telah teruji keabsahan data 
penelitiannya. 
Dalam menguji keabsahan data yang diperoleh guna mengukur validitas hasil 
penelitian, peneliti dituntut meningkatkan ketekunan dalam penelitian. Pengamatan 
yang cermat dan berkesinambungan dengan menggunakan teknik triangulasi.  
Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 
sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 
pembanding terhadap data itu.
65
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BAB IV 
PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  
1. Kondisi Geografis Kota Makassar 
Secara geografis, Kota Makassar terletak di pesisir pantai barat bagian selatan 
sulawesi selatan, pada koordinat antara 119° 18‟ 27,97” sampai 119° 32´31,03” bujur 
timur dan 5° 30´18” - 5° 14‟ 49” lintang selatan. Ketinggian kota ini bervariasi antara 
0-25 meter dari permukaan laut, suhu udara antara 20°c - 32°c, memiliki garis pantai 
sepanjang 32 km dan areal seluas 175,77 kilometer persegi, serta terdiri dari 14 
kecamatan dan 143 kelurahan.66 
Dua sungai besar mengapit kota ini, yaitu :  
a. Sungai Tallo yang bermuara di sebelah utara kota dan  
b. Sungai Jeneberang bermuara pada bagian selatan kota.  
Selain memiliki wilayah daratan, Kota Makassar juga memiliki wilayah 
kepulauan  yang dapat dilihat sepanjang garis pantai Kota Makassar. Pulau ini 
merupakan gugusan pulau-pulau karang sebanyak 12 pulau, bagian dari gugusan 
pulau-pulau sangkarang, atau disebut juga pulau-pulau pabbiring, atau lebih dikenal 
dengan nama Kepulauan Spermonde. Pulau-pulau tersebut adalah : 
a. Pulau Lanjukang (terjauh);  
b. Pulau Langkai; 
c. Pulau Lumu-Lumu;  
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d. Pulau Bonetambung;  
e. Pulau Kodingareng Lompo;  
f. Pulau Barrang Lompo; 
g. Pulau Barrang Caddi; 
h. Pulau Kodingareng Keke;  
i. Pulau Samalona; 
j. Pulau Lae-Lae;  
k. Pulau Lae-Lae Kecil (gusung);  
l. Pulau Kayangan (terdekat). 
Penduduk Kota Makassar pada tahun 2005 tercatat sebanyak 1.173.107 Jiwa, 
terdiri dari laki-laki 578.416 Jiwa dan perempuan 594.691 Jiwa dan Tingkat 
Kepadatan Penduduk 6.525 Jiwa/km2. Namun pada siang hari, penduduknya dapat 
mencapai lebih dari 1,6 juta jiwa.
67
 
Jumlah jiwa yang tercatat pada tahun 2005 telah mengalami perubahan pada 
tahun 2015 sampai 2017 seperti yang di laporkan oleh Kabid pengelolaan data dan 
informasi Dispendukcapil Makassar Chaidir kepada berita sulsel.com, (31/3/2017). 
Tahun 2015 jumlah penduduk kota Makassar berada diangka 1.653.386. angka 
tersebut mengalami penambahan sebesar 5.117 di tahun 2016 menjadi 1.658.503 
jiwa. Sedang tahun 2017 angka ini kembali mengalami peningkatan yang cukup 
signifikan sebesar 111.417. sehingga, jumlah penduduk kota Makassar himgga Maret 
2017 mencapai 1.769.920 jiwa.
68
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Profil Kota Makassar, Sejarah dan Letak Geografis Kota Makassar, http://aa-
makassar.blogspot.co.id/2009/12/profil-kota-makassar.html (2 November 2017).  
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Chaidir, Ini Data Jumlah Penduduk Makassar Tahun 2015 hingga 2017, Berita-
sulsel.com/2017/03/31/data-jumlah-penduduk-makassar-tahun-2015-hingga-2017/  (3 November 
2017). 
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2. Kondisi Demografis Polrestabes Makassar 
Penelitian dilaksanakan di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah 
Sulawesi Selatan Resort Kota Besar Makassar Jl. Ahmad Yani No. 9, Pattunuang, 
Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90174. Polrestabes Makassar memiliki 
wilayah hukum dengan luas areal 175,77 kilometer persegi. 
Luas Wilayah Hukum Kota Makassar tercatat 175,77 km persegi, yang di 
huni mencapai 1.769.920 jiwa laki-laki 70623 jiwa, perempuan 67474 jiwa dengan 
batas-batas wilayah administratif sebagai berikut : 
a. Sebelah Utara : Kabupaten Maros 
b. Sebelah Selatan : Kabupaten Gowa 
c. Sebelah Timur : Kabupaten Gowa dan Maros 
d. Sebelah Barat : Selat Makassar 
Secara administratif Kota Makassar terbagi atas 14 Kecamatan dan 143 
Kelurahan. Yaitu : 
a. Bagian utara kota terdiri atas Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalanrea, 
Kecamatan Tallo, dan Kecamatan Ujung Tanah.  
b. Di bagian selatan terdiri atas Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Rappocini. 
c. Di bagian Timur terbagi atas Kecamatan Manggala dan Kecamatan 
Panakkukang. 
d. Bagian barat adalah Kecamatan Wajo, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Ujung 
Pandang, Kecamatan Makassar, Kecamatan Mamajang, dan Kecamatan Mariso.69 
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Dengan luas wilayah hukum 175,77 kilometer persegi, polrestabes Makassar 
memiliki 12 polsek jajaran masing-masing yaitu : 
a. Polsek Bontoala 
b. Polsek Biringkanaya 
c. Polsek Makassar 
d. Polsek Mariso 
e. Polsek Manggala 
f. Polsek Mamajang 
g. Polsek Panakkukang 
h. Polsek Rappocini 
i. Polsek Tamalate 
j. Polsek Tallo 
k. Polsek Tamalanrea 
l. Polsek Ujung Pandang 
3. Tentang Tupoksiseksi Pengawas (SIWAS) 
Siwas bertugas melaksanakan monitoring dan pengawasan umum baik secara 
rutin maupun insidentil terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri di bidang 
pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja, mulai dari proses 
perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian kinerja serta memberikan saran tindak 
terhadap penyimpangan yang ditemukan. 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Siwas 
menyelenggarakan fungsi: 
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a. Pengawasan dan monitoring secara umum dan insidentil terhadap pelaksanaan 
kebijakan  pimpinan Polri di bidang pembinaan dan operasional yang dilakukan 
oleh semua unit kerja; 
b. Pengawasan dan monitoring proses perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian 
kinerja; 
c. Pengawasan dan monitoring terhadap sumber daya yang meliputi bidang 
personel, materiil, fasilitas, dan jasa; dan 
d. Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan atas penyimpangan dan 
pelanggaran yang ditemukan;70 
Dan melakukan Kegiatan sebagai berikut : 
a. Melakukan supervisi ke semua unit kerja secara berkala 
b. Melakukan verifikasi mutasi pejabat di lingkup Polres dan Polsek; 
c. Menelaah Laporan kegiatan fungsi; 
d. Melaksanakan pengkajian masalah atas pelaporan; 
e. Melaksanakan koordinasi dengan fungsi terkait; 
f. Membuat saran tindak; 
g. Membuat laporan bulanan; 
h. Membuat laporan kegiatan yang dilaksanakan;71 
Pengawasan dan Monitoring Pelayanan Publik Pada Polrestabes Makassar dan 
Polsek Jajaran : 
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PolrestaSurabaya,TupoksiSeksiPengawas(Siwas),ttp://polrestabessurabaya.com/main/tupoks
i/lihat/17/seksi-pengawas--siwas-  (25 Oktober 2017). 
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Polres Pasaman Berita Kriminal, Tugas dan Tanggung Jawab Siwas, http://www.polres-
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a. Pelayanan masyarakat yang diberikan oleh Polri harus memenuhi standar 
pelayanan prima yaitu tampilan anggota Polri yang setiap hari bersentuhan 
dengan masyarakat harus memiliki mental melayani dan karakter pelayanan. 
Dalam penyelenggaraan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, 
Polri harus mampu menggerakkan revolusi pada aspek sikap dan perilaku yang 
berbasis pada prinsip 3S (senyum, sapa, salam); 
b. Pengawasan pelayanan harus mampu menyasar proses pelayanan Polri yang 
selama ini banyak di keluhkan oleh berbagai pihak. Stigma negatif masyarakat 
masih menyatakan bahwa pelayanan Polri buruk, lama, lambat, mahal dan 
berbelit-belit. Melalui revolusi mental Polri, desain pelayanan Polri harus 
dirancang secara cepat, tepat murah dan mudah sehingga akan dapat dirasakan 
masyarakat. Kuncinya ada pada karakter, moralitas, mentalitas dan kepribadian 
anggota Polri yang bertugas melayani masyarakat; 
c. Reformasi Polri yang digariskan melalui reformasi instrumental struktural dan 
kultural, dengan melakukan reformasi kultural Polri dengan sasaran perubahan 
pada mindset dan culture sat anggota Polri. Refolusi mental merupakan pelecut 
dan pemacu agar Polri menciptakan sosok dan profil anggota Polri yang 
berkompeten, profesional, bermoral dan bermental baja; 
d. Bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga Negara dan penduduk untuk 
memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang 
merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945; 
e. Fungsi pengawasan dalam hal ini Siwas Polrestabes Makassar dalam melakukan 
pengawasan dan monitoring bertujuan untuk menjamin kepuasan masyarakat 
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terhadap pelayanan kepolisian dan juga untuk mengantisipasi adanya praktik-
praktik yang menjurus kepada tindakan melawan hukum seperti pungutan liar 
(pungli); 
Dasar Hukum Pengawasan 
a. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik 
Indonesia; 
b. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 
c. Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 Pasal 25, 26, dan 27 Tentang Tupoksi 
Seksi Pengawasan; 
d. Peratuaran Irwasum Polri Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Tugas Seksi 
Pengawasan di Lingkungan Kepolisian Resort; 
e. Surat Perintah Kapolrestabes Makassar Nomor : Sprin/903/IX/2017 Tanggal 04 
September 2017 Tentang Pengawasan Pelayanan Publik; 
f. Renja Polrestabes Makassar T. A. 2017. 
Maksud dan Tujuan Pengawasan  
a. Polrestabes Makassar dan Polsek Jajaran dapat Mewujudkan pelayanan prima 
terhadap masyarakat dan meminimalisir terjadinya potensi prilaku-prilaku 
koruptif pada ruang pelayanan publik dalam mendukung program pemerintah 
melaksanakan revolusi mental. 
b. Sebagai bahan evaluasi dan gambaran kepada Pimpinan tenatang pelayanan 
publik yang di laksanakan oleh Polrestabes Makassar dan Polsek Jajaran 
terhadap masyarakat.    
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Ruang Lingkup Pengawasan dan monitoring oleh siwas polrestabes Makassar 
terhadap pelayanan publik meliputi : 
a. Pelayanan pemberian SKCK (Surat Keterangan Catatan Kriminal) dan 
pemberian izin keramaian pada fungsi intelkam; 
b. Pelayanan pembuatan SIM (Surat Ijin Mengemudi) pada fungsi Lantas; 
c. Proses pembuatan laporan dan surat keterangan kehilangan pada SPKT (Sentral 
Pelayanan Kepolisian Terpadu); 
d. Proses pembuatan kartu sidik jari pada identifikasi; 
e. Proses Penyidikan pada fungsi Reskrim; 
f. Proses penyidikan pada fungsi Narkoba;72 
Struktur Organisasi Seksi Pengawasan (Siwas) 
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Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort Kota Besar 
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B. Tingkat Keefektivan Satgas Saber Pungli Dalam Mengawasi Oknum 
Kepolisian di Kota Makassar 
Pada umumnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam mencapai 
suatu tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau 
tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas 
adalah tolak ukur dalam menilai efektif  tidaknya suatu peraturan atau penegakan 
hukum serta upaya-upaya di dalam masyarakat. 
Untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan pungli, presiden telah 
mengeluarkan Perpres nomor 87 tahun 2016 tanggal 20 oktober 2016 tentang satgas 
saber pungli. Berdasarkan peraturan presiden nomor 87 tahun 2016 tentang satuan 
tugas sapu bersih pungutan liar bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu upaya 
pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien dan mampu menimbulkan efek 
jera serta dalam upaya pemberantasan pungutan liar perlu dibentuk satuan tugas sapu 
bersih Pungutan liar. 
Presiden Joko widodo memperingatkan seluruh instansi kementerian/lembaga 
untuk menghentikan praktik pungutan liar (pungli) dan menunjuk menteri 
koordinator politik, hukum dan keamanan (menko polhukam) sebagai pengendali dan 
penanggung jawab terhadap kegiatan satgas sapu bersih pungutan liar (Saber 
Pungli).73 
                                                          
73Kemenko Polhukam RI, “Satgas Saber Pungli”, Disampaikan Pada Acara Konferensi 
Nasional Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 “Optimalisasi Pelayanan Publik”. 
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o_Polhukam_RI.pdf (2 November 2017), h. 18. 
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Pada 24 Oktober 2016 lalu, Menteri dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo 
telah mengeluarkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor: 180/3935/SJ tentang 
pengawasan pungutan liar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Instruksi ini 
merupakan pelaksanaan dari amanat Pasal 286 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 
2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli).  
Instruksi itu ditujukan kepada Gubernur, Bupati/Walikota di seluruh 
Indonesia. Kepada mereka, Tjahjo menginstruksikan untuk meningkatkan pembinaan 
dan pengawasan khususnya terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang 
memiliki risiko terjadinya pungli.  
“Melakukan sosialisasi secara masif dan berkesinambungan kepada 
masyarakat, antara lain dengan cara memasang spanduk “bebas pungli” pada 
seluruh unit kerja yang melakukan pelayanan,” bunyi diktum kedua Inmendagri 
sebagaimana dilansir dari laman resmi setkab.go.id, Senin (31/10). 
Selain itu, Mendagri juga menginstruksikan Gubernur, Bupati/Walikota untuk 
memerintahkan inspektur provinsi dan inspektur kabupaten/kota untuk segera 
melakukan pengawasan secara berkesinambungan untuk mencegah dan menghapus 
pungli.74 
Dengan ditetapkannya kebijakan tersebut Polrestabes Makassar telah 
membentuk Tim Satgas saber pungli sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat 
yakni di bentuk pada tanggal 20 Desember 2016,75  
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Tjahjo Kumolo, Mendagri, Begini Instruksi Mendagri Soal Pengawasan Pungli, 
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5816dc11defa1/begini-instruksi-mendagri-soal-
pengawasan-pungli (25 Oktober 2017). 
75
Yusri Madjid, S.H., Kasubsibid Bin Siwas, Wawancara, di Polrestabes Makassar, (24 
Oktober 2017).   
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dengan adanya satuan tugas tersebut diharapakan dapat mempermudah kinerja 
pengawasan Wakapolrestabes selaku Ketua Tim Satgas Saber Pungli kota Makassar 
terhadap tindakan penyalahgunaan wewenang oleh oknum kepolisian yang nakal. 
Gubernur Sulawesi Selatan, H. Syahrul Yasin Limpo, sejak tiga bulan yang lalu 
sudah menyampaikan kepada seluruh SKPD untuk tidak main-main dengan pungli. 
Gubernur juga berusaha melakukan pengawasan dan pencegahan bahkan telah 
melakukan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), disamping itu 
juga Gubernur telah melakukan inspeksi ke sejumlah daerah.  
Menurut Syahrul, praktek pungli yang dapat merugikan masyarakat adalah 
tindakan yang sangat tercela dan merusak citra pemerintah. Terkait dengan adanya 
kasus pungli yang terjadi di Dinas Perhubungan, Syahrul telah membentuk satgas 
yang akan menelusuri kasus tersebut. “Semua yang terlibat harus  ditangkap dan 
diproses secara Hukum”, tegasnya.76  
Utamanya pada bidang pelayanan publik dimana sering terjadi interaksi antara 
penyelenggara pelayanan publik dengan masyarakat yang biasanya cenderung 
menciptakan peluang terjadinya tindak pidana pungli.    
Disampaikan pada acara konferensi nasional pemberantasan korupsi tahun 
2016 “optimalisasi pelayanan publik” Jakarta 1 Desember 2016, tentang  pelayanan 
publik sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang 
pelayanan publik adalah Undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip 
pemerintahan yang baik yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu 
sendiri. 
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Lukmanuddin, “Pungutan Liar”, Penyakit Kronis Yang Harus Disembuhkan, 
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Pelayanan publik menurut UU No.25 th 2009 dimaksudkan untuk 
memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara 
dalam pelayanan publik, yang menjadi tujuan pelayanan publik yaitu : 
a. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, 
kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan 
pelayanan publik; 
b. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai 
dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik; 
c. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan 
Perundang-undangan; dan 
d. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik 
Selain tujuan yang ingin dicapai, juga terdapat Asas-asas pelayanan publik 
yaitu: 
a. Kepentingan umum; 
b. Kepastian hukum; 
c. Kesamaan hak; 
d. Keseimbangan hak dan kewajiban; 
e. Keprofesionalan; 
f. Partisipatif; 
g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; 
h. Keterbukaan; 
i. Akuntabilitas; 
j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; 
k. Ketepatan waktu; dan 
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l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.77 
Dengan adanya pandangan-pandangan seperti halnya tujuan dan asas 
pelayanan publik, sekiranya dapat membuka pemikiran pelaksana pelayaan publik 
atas tujuan dan asas yang mesti di capai dan di terapkan dalam melakukan pelayanan 
kepada masyarakat. Demikian juga fungsi dari terbentuknya Satgas dapat 
memonitoring segala aspek yang rawan terjadi tindak pidana pungli.  
Pemerintah untuk saat ini memiliki Jumlah Personil Satgas Saber Pungli yang 
telah dilantik oleh Wiranto yaitu : 
Jumlah Personil : 236 Org 
Kemenkopolhukam : 38 Orang 
Polri : 86 Orang 
Kemendagri : 26 Orang 
Kejaksaan : 20 Orang 
Kemenkumham : 18 Orang 
Bin : 9 Orang 
TNI (Pom Dan Puspen) : 18 Orang 
Ppatk : 11 Orang 
Ombudsman RI : 2 Orang.78 
Untuk Kota makassar khususnya di Polrestabes Makassar terdapat 47 Orang 
anggota Satgas yang telah di lantik.79 Dalam menjalankan tugasnya satgas berupaya 
                                                          
77Kemenko Polhukam RI, “Satgas Saber Pungli”, Disampaikan Pada Acara Konferensi 
Nasional Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 “Optimalisasi Pelayanan Publik”, (2 November 2017), 
h. 4-6.  
78Kemenko Polhukam RI, “Satgas Saber Pungli”, Disampaikan Pada Acara Konferensi 
Nasional Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 “Optimalisasi Pelayanan Publik”,  h. 20.   
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melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan 
mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja dan sarana prasarana, baik yang 
berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. 
Adapun fungsi, sasaran dan kekuatan satgas dalam melaksanakan 
pemberantasan pungli yaitu : 
a. Fungsi 
1. Intelijen; 
2. Pencegahan; 
3. Penindakan; Dan 
4. Yustisi. 
b. Sasaran 
Sentra pelayanan publik di Kementerian/Lembaga dan Pemda 
c. Kekuatan 
Kementerian/Lembaga & Pemda.80 
Penjabaran Tugas Satgas 
Pejabat Tugas 
Menkopolhukkam 
Pengendali/ 
Penanggung Jawab 
Mengendalikan, Mengevaluasi Dan Melaporkan 
Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli Kepada 
Presiden 
 1. Membuat Rencana Strategi Dalam Rangka 
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Yusri Madjid, S.H., Kasubsibid Bin Siwas, Wawancara, di Polrestabes Makassar, (24 
Oktober 2017).   
80Kemenko Polhukam RI, “Satgas Saber Pungli”, Disampaikan Pada Acara Konferensi 
Nasional Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 “Optimalisasi Pelayanan Publik”,  h. 13.   
64 
 
 
 
 
 
 
 
Ketua Pelaksana 
Irwasum Polri 
 
Penjabaran Kebijakan Presiden. 
2. Melaporkan Kegiataan Satgas Kepada Menko 
Polhukam Secara Periodik Setiap Bulan Atau 
Sewaktu-Waktu Dalam Hal Yang Bersifat Khusus 
Dan Kontijensi. 
3. Melakukan Koordinasi Dengan 
Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pengumpulan 
Data Dan Informasi Pendukung Kegiatan Satgas  
4. Melaksanakan Komando, Pengendalian Dan 
Pengawasan Terhadap Pelaksana Harian Dan 
Seluruh Pokja Serta Sekretariat. 
 
Kelompok Ahli 
 
Memberikan Masukan Dan Saran Kepada 
Pengendali/Penanggung Jawab Berkaitan Dengan Tugas 
Satgas Dan Memberikan Asistensi Terhadap 
Perencanaan, Pelaksanaan Maupun Evaluasi Kegiatan 
Satgas. 
 
 
Sekretaris 
 
Membantu pelaksanaan tugas kasatgas, dan dalam 
pelaksanaannya dibantu oleh 6 kepala bidang yaitu : 
bidang operasi, bidang logistik, bidang administrasi 
umum, bidang keuangan dan bidang data dan informasi 
serta bidang publikasi umum. 
Kelompok 
Kerja Intelijen 
1. Melaksanakan kegiatan pemetaan terhadap modus 
operandi yang dilaksanakan oleh oknum pelaku 
pungli; 
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2. Melakukan kegiatan penyusupan, eliciting dalam 
rangka memperoleh bahan keterangan yang 
diperlukan; 
3. Membuat laporan perkembangan hasil penyelidikan 
kepada ketua pelaksana Satgas;  
4. Membantu pelaksanaan pengamanan internal 
terhadap kegiatan penegakkan hukum yang 
dilaksanakan oleh Satgas sapu bersih dari 
kemungkinan adanya upaya yang dapat melemahkan 
Satgas; 
 
Kelompok Kerja 
Pencegahan 
Melakukan upaya-upaya pre emptif & preventif baik 
melalui sosialisasi, penyuluhan, pelatihan dan kegiatan 
lain dalam rangka mencegah terjadinya pungli. 
Kelompok Kerja 
Penindakan 
Melakukan upaya-upaya represif (OTT) sesuai 
kewenangannya terhadap para pelaku pungli di seluruh 
K/L & Pemda yang memberikan pelayanan publik, 
Kelompok Kerja 
Yustisi 
Memberikan masukan dan saran kepada ketua pelaksana 
berkaitan dengan pelaku yang sudah dilakukan 
penindakan, apakah dilakukan penindakan secara 
adminstrasi atau secara pidana sesuai kewenangannya. 
Dalam menjalankan tugas satgas tersebut, pemerintah mengacu pada 
Landasan Hukum sesuai undang-undang yang berlaku yaitu : 
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No Ketentuan Hukum Jenis Ancaman Pidana 
1 UU no. 11 tahun 1980 
Ttg tindak pidana 
Suap pasal 3 
Penerima suap 
 
3 tahun atau denda 
Sebanyak-banyaknya Rp. 
15 jt 
2 KUHP pasal 368 Pemerasan  9 tahun 
 UU no.20 tahun 2001 
Ttg perubahan atas 
UU no.31 tahun 1999 
Ttg pemberantasan 
Tipikor pasal 5 ay (1) 
Pemberi/Menjanjikan 
pada Pegawai negeri 
Atau Penyelenggara 
Negara 
 
Pidana penjara paling 
Singkat 1 th, paling Lama 
5 th dan atau denda paling 
sedikit Rp. 50 jt dan 
paling banyak Rp. 250 jt 
4 UU no.20 tahun 2001 
Ttg perubahan atas 
UU no.31 tahun 1999 
Ttg pemberantasan 
Tipikor pasal 5 ay (2) 
Pegawai negeri Atau 
Penyelenggara Negara 
penerima Pemberian/ 
janji 
 
Pidana penjara paling 
Singkat 1 th, paling 
Lama 5 th dan atau 
Denda paling sedikit Rp. 
50 jt dan paling banyak 
Rp. 250 jt 
5 UU no.20 tahun 2001 
Ttg perubahan atas 
UU no.31 tahun 1999 
Ttg pemberantasan 
Tindak pidana 
Korupsi pasal 11 
Pegawai negeri Atau 
Penyelenggara Negara 
menerima Hadiah/ janji 
Padahal diket Krn 
kekuasaan/Kewenangan 
Pidana penjara paling 
singkat 1 th dan paling 
lama 5 th denda paling 
sedikit Rp.50 jt paling 
banyak Rp. 250 jt 
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6 UU no.20 tahun 2001 
Ttg perubahan atas 
UU no.31 tahun 1999 
Ttg pemberantasan 
Tindak pidana 
Korupsi pasal 12 b 
Pegawai negeri Atau 
Penyelenggara negara 
penerima gratifikasi 
 
Pidana penjara seumur 
hidup/ paling singkat 4 
Th dan paling lama 20 Th 
denda paling sedikit 
Rp. 200 jt paling banyak 
Rp.1 m 
7 UU no.20 tahun 2001 
ttg Perubahan atas 
UU No.31 tahun 1999 
Ttg Pemberantasan 
Tindak pidana 
Korupsi pasal 12 e 
Pegawai negeri Atau 
Penyelenggara Negara 
yang Dengan maksud 
Menguntungkan Diri 
sendiri 
Pidana penjara paling 
Singkat 4 th dan Paling 
lama 20 th Denda paling 
sedikit Rp. 200 jt paling 
Banyak rp. 1 m. 
8 UU no.20 tahun 2001 
ttg Perubahan atas 
UU No.31 tahun 1999 
Ttg Pemberantasan 
Tindak pidana 
Korupsi pasal 13 
Pemberi hadiah/ Janji 
ke pegawai Negeri atau 
Penyelenggara Negara 
krn Kekuasaan/ 
Kewenangan 
Pidana penjara paling 
Lama 3 th denda Paling 
banyak Rp. 150 jt 
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada  
penjabaran  dan landasan hukum diatas, satgas memiliki kewenangan: 
1. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar; 
2. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan 
pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi; 
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3. Mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan 
pungutan liar; 
4. Melakukan operasi tangkap tangan; 
5. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga, serta Bupati 
untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 
6. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas lain unit Saber 
Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan 
kementerian/lembaga dan Bupati; dan 
7. Melakukan evaluasi pemberantasan pungutan liar.81 
Strategi Pemberantasan Pungli yaitu : 
a. Strategi pre emptif (pembinaan) 
1) Membangun budaya/anti pungli baik masyarakat, aparatur maupun pengusaha 
2) Menigkatkan sosialisasi kepada masyarakat dalam gerakan nasional 
pemberantasan Pungli, pemda bebas dari pungli. 
b. Strategi preventif (pencegahan) 
1) Melak pemetaan rawan pungli di setiap K/L & pemda 
2) Mengoptimalkan fungsi sat was internal baik was melekat was fungsional 
Intern dgn jadwal & prioritas yg terarah 
3) Was fungsional oleh BPK & BPKP dengan para inspektur lebih terkooordinir 
& tersinkronisasi 
4) Mengoptimalkan sistem pelayanan publik yg prima berbasis teknologi & 
Informasi 
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c. Strategi represif (penegakan hukum) 
Menindak tegas terhadap oknum aparat penyelenggara negara/pegawai negeri, 
Masyarakat yg terlibat dalam pungutan liar sesuai ketentuan perundang-undangan yg 
berlaku.  
Dan adapun yang menjadi Implementasi Strategi yaiu : 
a. Satgas saber pungli sangat perlu dibentuk dalam rangka optimalisasi pelayanan 
publik 
b. Satgas saber pungli telah mengoordinasikan kepada kementerian/lembaga & 
pemda untuk segera mengirimkan pemetaan pelayanan publik yg berpotensi 
rawan pungli 
c. Untuk mendukung inovasi pelayanan publik dibutuhkan komitmen pimpinan 
Kementerian/lembaga & pemerintah daerah 
d. Optimalisasi pelayanan publik membutuhkan inovasi berupa informasi yang 
Jelas, one day service & online system yg berbasis it serta terintegrasi dgn baik 
e. Sistem pelaporan/pengaduan masy dpt dijadikan alat ukur/anev untuk penentu 
kebijakan dalam upaya penigkatan pelayanan publik 
f. Peran serta masy memiliki nilai strategis sebagai mitra kementerian/lembaga & 
pemda dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik 
g. Penguatan aparat pengawas internal dalam pengawasan kebijakan publik 
h. Membangun komitmen & menginternalisasikan budaya anti pungli pada tata 
pemerintahan & masyarakat untuk mewujudkan pelayanan publik yg bebas dari 
Suap & korupsi/pungli. 
Satgas yang telah terbentuk sejak 20 desember 2016 lalu di Polrestabes 
Makassar kini melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelaku pungli, baik 
itu pada sektor pelayanan publik maupun sektor internal kepolisian itu sendiri. Dari 
operasi yang di lakukan pringkat yang didapatkan oleh satgas selama terbentuknya 
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tahun 2016-2017 sekarang, setidaknya terdapat 6 kasus OTT yaitu 2 kasus kini telah 
di proses di P2I dan 4 kasus lainya sementara dalam penyelesaian internal, tidak ada 
transfaransi dari pihak Satgas terhadap ke enam kasus tersebut kepada peneliti karena 
belum termasuk kasus yang sudah putus atau inkra di pengadilan.  
Bripka Irwan Setiawan dalam wawancara mengungkapkan bahwa “tidak ada 
transfaransi bagi pihak luar terhadap kasus yang belum inkra apalagi hal tersebut 
menyangkut internal kepolisian.” Ungkapnya, ia juga mengungkapkan bahwa 
“seperti halnya kasus kepolisian yang pungli atau melakukan tindak pidana mana 
mungkin kami beberkan kepada publik pasti kami akan proses secara internal 
terlebih dahulu”, tegasnya.82  
Pernyataan yang di sampaikan tersebut menandakan bahwa sistem yang di 
terapkan di Polrestabes Makassar belum keseluruhan mengikuti sistem dan aturan 
yang telah di tetapkan oleh pemerintah utamanya tentang transfaransi oknum 
kepolisian terhadap pelayanan publik dan masyarakat.  
Data Laporan Masuk Di Ombudsman Ri Th 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Sumber : Data Ombusdman RI 2015 
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Irwan Setiawan, Basiwas, Wawancara, di Polrestabes Makassar, (23 Oktober 2017) 
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Data Laporan Masuk Di Ombudsman RI Th 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     Sumber : Data Ombusdman RI 2016 
Berdasarkan data laporan masuk pada tahun 2015 jumlah pungli yang 
dilakukan oleh kepolisian sebanyak 856 laporan masuk atau sebanyak 11.75 % 
berada pada posisi kedua terbanyak setelah pemerintah daerah dengan laporan masuk 
sebanyak 2854 atau 41.61 %  berada pada posisi pertama. 
Untuk dugaan pungli masih banyak terjadi utamanya pada sektor pendidikan 
sebanyak 49 % ini menandakan masih kurangnya pengawasan terhadap para pelaku 
pungli karena angka pungli belum ada penekanan dan masih banyak laporan lain 
yang masuk dan itu artinya masih banyak kasus diluar sana yang belum masuk dalam 
data. 
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Laporan pengaduan melalui surat (tertulis/elektronik(online)) tahun 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laporan aduan tahun 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Data Ombusdman RI 2016 
Laporan pengaduan melalui media angka yang di dapat pada tahun 2016  
sebanyak 9.043 laporan ini mengalami peningkatan pada laporan masuk di tahun 
2017 yaitu sebanyak 20.713 total aduan. 
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Perihal laporan pengaduan yang peneliti tanyakan di polrestabes Makassar 
AKP Yusri Madjid mengungkapkan bahwa “untuk laporan pengaduan yang di terima 
Satgas belum di rek up.”83  
Alasan dari ungkapan tersebut karena satgas di Polrestabes Makassar masih 
baru untuk kegiatan belum terlaksana secara maksimal dan masih banyak 
kekeurangan dalam internal satgas itu sendiri.   
 Berdasarkan data laporan masuk pada tahun 2015 jumlah pungli yang 
dilakukan oleh kepolisian sebanyak 856 laporan masuk atau sebanyak 11.75 %. 
Sedangkan di tahun 2016 sebanyak 9.043 laporan serta di tahun 2017 sebanyak 
20.713 total aduan. Hal ini menunjukkan terjadi peningkatan laporan dari tahun ke 
tahun, sehingga pengawasan dan fungsi Satgas belum bisa dikatakan efektif dalam 
mencegah dan memberantas pungli di Kota Makassar.  
Sebenarnya pungli sudah jelas fenomena maupun solusi pemecahannya, yakni 
mengoptimalkan fungsi pengawasan. Widanarto dan Alamsyah telah mengemukakan 
bagaimana seharusnya pengawasan dijalankan supaya dapat mencapai keefektifan. 
Mekanisme pengawasan tersebut terdiri dari strategi mawas keluar (outward-looking 
strategy) dan strategi mawas kedalam (inwardlooking-strategy). Strategi mawas 
keluar adalah bagaimana pengawasan tersebut membentuk manusia dan berbagai 
kelembagaan yang berada diluar organisasi menjadi disiplin dan taat hukum. 
Sebaliknya, strategi mawas ke dalam adalah bagaimana mekanisme pengawasan 
dapat membentuk pelaksana pengawasan yang memiliki disiplin yang kuat. 
Pertama, strategi mawas keluar dilaksanakan supaya membentuk organ-organ 
diluar instansi yang terlibat langsung menjadi disiplin dan taat hukum. Organ-organ 
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Yusri Madjid, S.H., Kasubsibid Bin Siwas, Wawancara, di Polrestabes Makassar, (24 
Oktober 2017).   
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tersebut terutama adalah kepolisian dan masyarakat. Pungli tidak akan dapat 
diberantas jika kesadaran oknum dan masyarakat masih sangat rendah dan acuh 
terhadap peraturan. Oknum pelayanan publik adalah tangan kanan dari masyarakat, 
mereka telah diinstruksikan untuk mencari kemudahan dalam meloloskan urusannya 
dengan cara memberikan „mel‟ (tips, uang semir, suap) kepada petugas penjaga. Oleh 
karena kesadaran yang masih rendah dari para aktor ini, strategi mawas keluar 
berfungsi untuk mampu membangun kesadaran organ-organ ini dapat lebih disiplin 
dan taat hukum.  
Mekanisme pengawasan untuk mewujudkan kesadaran organ-organ ini adalah 
dengan memberikan sanksi yang berat kepada oknum kepolisian/ masyarakat yang 
tertangkap memberikan „mel‟ kepada petugas sebagai upaya represif. Perlu juga 
memberikan semacam kontrak kepada masyarakat yang pernah tertangkap basah 
supaya ada mekanisme hukum yang mengikat jika terjadi pelanggaran. Namun hal itu 
tentu akan sia-sia jika oknum itu sendiri justru tidak mendukung upaya penghapusan 
pungli. 
Kedua, strategi mawas kedalam perlu digalakkan. Strategi ini sangat erat 
kaitannya dengan upaya memperbaiki kelembagaan internal yang langsung 
berhubungan dengan pengawasan operasional di polrestabes Makassar. Namun pihak 
pengawas sendiri seringkali terbeli, dapat disuap atau bahkan memang meminta jatah 
dari hasil pungli dari para pegawai yang diawasinya. Itu artinya bagaimana mungkin 
mengandalkan pengawasan, jika aparat pengawasnya tidak dapat diandalkan. 
Mengingat lingkaran setan pengawasan yang sepertinya tidak akan berkesudahan itu, 
ada yang mengusulkan untuk memotong satu generasi. Artinya, semua pejabat yang 
sekarang ini duduk dikursi pemerintah dipensiun-dini, diganti dengan pejabat-pejabat 
baru yang masih muda dan memiliki moralitas yang bagus. Namun pesimisnya, 
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pejabat muda pun sudah tercemar dengan moralitas buruk. Kasus suap-menyuap yang 
dilakukan oleh/terhadap Gayus Tambunan dan Nazaruddin, misalnya, 
memperlihatkan hal ini.  
Karena itu kiranya sanksi yang sangat berat terhadap para pelaku pungli dan 
korupsi pada umumnya perlu segera ditetapkan. Jika bukannya hukuman mati, 
minimal adalah pemiskinan dan pemecatan dari jabatan tidak saja kepada pelakunya 
melainkan juga kepada para atasannya, tidak hanya satu tingkat di atas melainkan dua 
tingkat. Jika begini, maka para atasan terkondisikan untuk selalu mengawasi anak 
buahnya secara seksama dan serius. Pembenahan kelembagaan internal juga termasuk 
memperbaiki kualitas regulasi serta kemudahan terimplementasikannya regulasi 
tersebut.84 
C. Praktik Pungutan Liar Ditinjau dari Hukum Pidana Islam 
Hukum pidana Islam adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tentang 
tindakan-tindakan yang tidak benar dalam Islam. Aturan-aturan yang terdapat dalam 
hukum pidana Islam berpegang pada al-Qur‟an dan hadist sebagai pedoman utama. 
Selain itu terdapat banyak pendapat madzhab yang juga dijadikan sebagai acuan jika 
terdapat makna-makna di dalam al-Qur‟an dan hadist yang kurang jelas. Namun para 
madzhab-madzhab tersebut juga tidak lepas dari al-Qur‟an dan hadist sebagai acuan 
utama mereka.  
Tindakan-tindakan pidana dalam hukum Islam biasa disebut dengan jarimah. 
Dimana tindakan ini adalah tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan 
yang sudah ditetapkan. Dalam kata lain merupakan tindakan yang melanggar 
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Wibawa, dkk., Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar di 
JembatanTimbang,Https://Www.Google.Com/Search?Q=Jurnal+Ilmu+Administrasi+Negara%2C+Vo
lume+12%2C+Nomor+2%2C+Januari+2013%3A+74-85&Ie=Utf-8&Oe=Utf-8&Client=Firefox-B-Ab 
(25 Oktober 2017)  
76 
 
 
 
peraturan atau tidak melakukan apa yang sudah menjadi perintah. Tindakan-tindakan 
tersebut seperti tindakan-tindakan yang tercela, tindakan yang dibenci oleh 
masyarakat atau tindakan yang merugikan orang lain. Dan setiap tindakan yang tidak 
sesuai dengan ketentuan hukum Islam akan dikenai hukuman, baik itu berupa had 
maupun ta‟zir. Jarimah atau tindakan yang menyalahi aturan dalam hukum Islam 
dapat dikenakan hukum had apabila ketentuan mengenai tindakan-tindakan tersebut 
sudah jelas terdapat di dalam al-Qur‟an. Sehingga itu merupakan hak Allah dan wajib 
bagi manusia untuk melaksanakan aturan tersebut. Ketentuan-ketentuan yang sudah 
jelas terdapat dalam al-Qur‟an tidak bisa diganti-ganti. Maksudnya, ketentuan 
tersebut berlaku selamanya. Tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan apapun. 
Pengertian hukum had sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah 
yang bunyinya dapat kita maknai sebagai berikut ini 
دح لاو  ه ة ب ق ع لا ةردق م لا  ق ح لله  ى ل ع ت   
“Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara‟ dan 
merupakan hak Allah”.85 
Dan jarimah atau tindakan yang menyalahi aturan dalam hukum Islam yang 
dikenakan hukuman ta‟zir adalah tindakan-tindakan yang ketentuanya tidak terdapat 
di dalam al-Qur‟an dan hadist. Hukuman ini sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri 
atau penguasa. Hukum ta‟zir merupakan hukuman yang sifatnya mendidik, 
memberikan rasa jera dan pelajaran kepada pelaku. Karena hukuman ini bersifat 
mendidik maka tidak ada larangan dalam hukuman ini untuk menghukum anak kecil. 
Hukuman-hukuman dalam jarimah ta‟zir sangat banyak macamnya. Dan tidak ada 
batasan mengenai hukumannya. Hal ini terjadi karena hukuman ta‟zir adalah untuk 
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Huda Palahudin, Efektifitas Hukum Had Dalam Mewujudkan Masyarakat Yang Adil Dan 
Sejahtera, http://zekfaldonk.blogspot.co.id/2013/12/efektifitas-hukuman-had-dalam.html (3 Desember 
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kemaslahatan umat. Dan hukuman ta‟zir yang diberlakukan saat ini bisa berbeda 
dengan hukuman ta‟zir untuk esok hari.  
Penjelasan dan ketentuan mengenai pungutan liar tidak ada di dalam al-
Qur‟an dan hadist. Oleh karena itu tindakan pungutan liar ini termasuk dalam 
kategori jarimah ta‟zir. Dimana segala ketentuan-ketentuan dan hukumannya diatur 
oleh ulil amri. Dan merupakan kebebasan ulil amri dalam menetapkan hukumannya. 
Namun hukuman tersebut tidak lepas dari kemaslahatan umat. 
Ada banyak sekali hukuman-hukuman yang berada dalam lingkup jarimah 
ta‟zir. Seperti hukuman mati, hukuman jilid, penjara, pemboikotan, perampasan 
harta, publikasi, nasihat, salib, pencabutan dan lain sebagainya. 
Dari banyaknya tindakan-tindakan jarimah ta‟zir saat ini, tidak semua 
tindakan tersebut masuk dalam kategori-kategori hukuman ta‟zir diatas. Karena 
tindakan jarimah ta‟zir bisa berkembang lebih pesat dan bervarian seiring dengan 
kemajuan kehidupan masyarakat. Namun jika dilihat dari penjelasannya dan 
dikaitkan dengan tindakan pungutan liar yang dilakukan oleh aparatur sipil 
negara/kepolisian, pelaku tersebut dapat dikenai beberapa hukuman demi 
kemaslahatan bersama. 
Hukuman-hukuman tersebut adalah jilid, perampasan harta, publikasi dan 
pencabutan.  
a. Dalam hal hukuman jilid ini terdapat poin dimana salah satu tindakan yang 
dikenai jilid adalah kerusakan akhlak. Tindakan pungutan liar yang dilakukan 
oleh aparatur sipil negara merupakan kerusakan akhlak. Karena dengan sengaja 
seseorang melakukan hal ini untuk menguntungkan dirinya sendiri dan 
merugikan orang lain.  
b. Perampasan harta merupakan hukuman ta‟zir yang berhubungan dengan harta. 
Sebenarnya bukan hanya perampasan namun bisa juga dengan pemusnahan. 
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Dalam hal ini kenapa disebutkan masalah hukuman ta‟zir yang berhubungan 
dengan harta itu karena tindakan yang dilakukan pada dasarnya tidak 
diperbolehkan mengambil harta seseorang dengan cara apapun tanpa alasan 
hukum yang memperbolehkannya. Dan hubungan dengan pungutan liar ini 
adalah adanya harta orang lain yang diambil dengan cara yang tidak benar.  
c. Selanjutnya adalah publikasi. Maksud publikasi di sini adalah mempublikasikan 
tindakan kejahatan yang telah dilakukan kepada khalayak umum. Hal ini 
dilakukan agar masyarakat mengerti bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaku 
ini adalah tindakan yang salah. Dan juga sebagai pelajaran bagi masyarakat agar 
tidak mengikuti tindakan tersebut. Apalagi dalam pungutan liar yang dilakukan 
oleh aparatur sipil negara/polisi, seharusnya setiap orang yang sudah ditunjuk 
oleh penguasa atau ulil amri atau pemerintah untuk menjalankan tugasnya 
memberikan contoh yang baik kepada masyarakat banyak dan mengemban 
amanah yang sudah dibebankan kepadanya. Dan, 
d. Hukuman yang terakhir adalah pencabutan. Dalam hal ini jika dikaitkan dengan 
pungutan liar yang dilakukan oleh aparatur sipil negara/polisi adalah pencabutan 
jabatan karena telah terbukti bersalah. Melakukan tindakan yang merugikan 
orang lain demi kepentingan pribadi.86 
Masalah-masalah hukuman di atas adalah hukuman-hukuman yang dikaitkan 
dengan tindakan pungutan liar yang dilakukan oleh aparatur sipil negara. mengenai 
batasan-batasannya semua itu tergantung pertimbangan ulil amri. Dimana setiap 
pertimbangannya adalah untuk kepentingan bersama. Dan hal ini juga bisa berubah-
ubah sesuai dengan keadaan msyarakat. 
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Dalam wawancara dengan kepolisian Polrestabes Makassar mengenai 
pengetahuan terhadap hukum Islam dan bahaya pungli dalam hukum Islam, Bripka 
Trihariyadi mengatakan “untuk hukum Islam kami di kepolisian kurang 
mengimpelementasikan dalam tugas kami karena di kepolisian kami hanya 
menggunakan hukum normatif yaitu hukum umum”.87   
Kemudian di lanjut oleh Bripka Adhi Budiana “namun untuk hukum pungli itu 
kami tau itu haram tapi untuk ayat dan hadistnya kami kurang tau yang mana yang 
rinci dalam membahas tentang pungli”.88   
Serta AKP Yusri Madjid juga mengemukakan bahwa “di kepolisian untuk 
pengetahuan keislaman tidak di terapkan di jajaran kepolisian, namun pada setiap 
apel pagi setiap anggota kepolisian di beritahukan tentang bahaya pungutan liar, 
suap-menyuap dan korupsi itu merupakan prioritas kami dalam memandang tindak 
pidana tersebut”. 89 
Permasalahan pengawasan dan pemberantasan pungli di polrestabes Makassar 
belum efektif dikarenakan individu kepolisian itu sendiri belum mengetahui secara 
jelas tentang hukum pungli dalam pidana Islam dan  pengetahuan terhadap pungli 
dalam hukum pidana Islam masih tergolong minim, sehingga sulit bagi seseorang 
untuk terlepas dari perbuatan tersebut karena pondasi awal dari kesadaran seseorang 
untuk menjauhi perbuatan itu adalah Agama dan hal tersebut belum di pahami, 
dengan mengetahui/memahami hukuman yang telah di tetapkan Agama maka 
seseoarang akan berfikir untuk tidak melakukan perbuatan pungli tersebut. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil peneletian yang di lakukan di Polrestabes Makassar dan di 
uraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan tentang 
Efektivitas Pengawasan Satgas saber Pungli Terhadap Kepolisian Yang Melakukan 
Tindak Pidana Pungutan Liar Ditinjau dari Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Kota 
Makassar Tahun 2015-2017) yaitu:  
1. Efektivitas pengawasan satgas dalam pemberantasan pungli mengacu pada 
Instruksi Presiden No. 9 tahun 1977 tentang Operasi Penertiban (1977-1981), 
dengan tugas membersihkan pungutan liar, penertiban uang siluman, 
penertiban aparat pemda dan departemen dan Perpres nomor 87 tahun 2016 
tanggal 20 oktober 2016 tentang satgas saber pungli. Sehubungan dengan itu 
Polrestabes Makassar telah membentuk Tim Satgas saber pungli sesuai 
dengan arahan dari pemerintah pusat yakni di bentuk pada tanggal 20 
Desember 2016, Dari operasi yang di lakukan pringkat yang didapatkan oleh 
satgas selama terbentuknya tahun 2016-2017 sekarang, setidaknya terdapat 6 
kasus OTT yaitu 2 kasus kini telah di proses di P2I dan 4 kasus lainya 
sementara dalam penyelesaian internal. Berdasarkan data laporan masuk pada 
tahun 2015 jumlah pungli yang dilakukan oleh kepolisian sebanyak 856 
laporan masuk atau sebanyak 11.75 %. Sedangkan di tahun 2016 sebanyak 
9.043 laporan serta di tahun 2017 sebanyak 20.713 total aduan. Hal ini 
menunjukkan terjadi peningkatan laporan dari tahun ke tahun, sehingga 
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pengawasan dan fungsi Satgas belum bisa dikatakan efektif dalam mencegah 
dan memberantas pungli di Kota Makassar. Faktor penyebab seseorang 
melakukan pungli ada dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor 
internal berkaitan dengan pelaku pungli sebagai pemegang amanat berupa 
jabatan dan wewenang yang diembannya. Sedangkan faktor eksternal berupa 
sistem pemerintahan dan pengawasan yang tidak seimbang sehingga bisa 
membuka peluang terjadinya pungli. 
2. Pungli ditinjau dari hukum pidana Islam terjadi karena individu kepolisian itu 
sendiri belum mengetahui secara jelas hukum pungli dalam pidana Islam. 
Selain itu, pengetahuan dan referensi terkait pungli dalam hukum pidana 
Islam masih tergolong minim. Sehingga dapat disimpulkan dari hasil 
penelitian ini, permasalahan pengawasan satgas saber pungli di Polrestabes 
Makassar belum efektif. 
B. Implikasi Penelitian 
1. Melakukan pembinaan secara intens kepada individu kepolisian tentang 
bahaya pungli dan melakukan sosialisasi rutin kepada masyarakat.  
2. Perlunya pembinaan dan pendalaman nilai-nilai Agama kepada jajaran 
kepolisian di polrestabes Makassar, yang dimulai dari atasan/pemimpin 
sebagai teladan bagi bawahannya. Serta rutin melakukan pencerahan qolbu 
sebagai langkah awal dalam pencegahan pungli di internal kepolisian.     
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